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FRAKSI PARTA GOLKAR ' ~ 

DEWAN PERWAKILAN KYAT DAERAH 

.lin. Khatib Su\!,,~?0~~~~~7~~~!~~~. ~~~~ Padang 25133 

PENDAP.j\T ~KHIR 
FRAKSIPARTAIGOLKAR 

DPRD PROVINSI ~ui• ATERA BARAT 
TERHAD P 

RANCANGAN PERAT RAN DAERAH 
TEt·hA~G . 

' 1. PENYELENGGARAAN PEL.4YANAN PUBLIK. 
2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

I 
PERUSAHAAN. . I 

3. PEMANFAATAN DAN 'PEIN GUNAAN SAHAGIAN JALAN. 

I 
..;l. ~/ x:\-t ~·._,_ ..... -'<I ~ :JI 
~':S.J';_,p~.., ~ :)'/..__ 

Yang Kami Hormati: . .-:..Lo.. ~ ~~ 
'fj 0<1.•/-;r. o{,.~ __.., - ! A I 

Sd ABarat. F K 'k · I p· · ' D h P · · S t · r. nggota orum omun1 as1' · : p;nan aera rov1ns1 . uma era 
Barat. · • · 

x Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan S~ma$ra Sprat 
Sdr. Sekretaris ~rah, Asistenr K~pala ~adan/Dinas/Kantor/Biro di 

Lingkup Pemerintah Provinsi fumatera Barat serta Pimpinan 
BUMN/BUMD. · I 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan 
hadirin yang kami muliakan. · 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadi in yang kami hormati, 
! 

Pertama-tama marilah kita panjatkan Pillji dan Syukur ke hadirat Allah Swr 
I 

yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir 

diruang sidan~ yang terhormat ini d~lam rangka melaksanakan Rapat 

::;;.~::~ :.:~~~ ::;·,~~~~~~jhiri F:.~ ~~i ~·:~~~a~~ ~~~nca nga n 
v I • 

1. Penyelenggar'a~ pelayanan publik. 1 

2. Tanggung jawa9·sosial dan lingkung~n perusahCian. 

3. Pemanfaat§A'dan penggunaan ba~i,n jalan. 

I 



Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, 
I 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluargsnya, para Sahabatnya dan para 
I . 

pengikutnya yang telah membawa ~mat' ya dari zaman kegelapan kepada 

zaman yang berilmu pengetahuan i~i. A ,miin. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadiri yang kami hormati, 
' ' 

Terlebih dahulu, kami menyampal~,~ tJrima kasih kepada Pirnplnan yang 

telah memberikan kesempatan kepaba Fraks1 PartaJ Golkar untuk 

menyampaikan Pendapat Akhir pad~ Ra~at Paripurna DPRD Prov. Sumbar 
I 

di ruangan yang terhormat ini. 

Selanjutnya saya secara pribadi menguqapkan terima kasih kepada rekan-
: 

rekan Fraksi Partai Golkar yang . tel~h memberikan kesempatan dan 
' i 

kepercayaan untuk menyampaikan Pen9apat Akhir ini. 

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, ! Ha~irin Sidang Paripurna yang 

berbahagia, , 

Kami dari Fraksi Partai Golkar m$n'ya1paikan terima kasih dan apresiasi 

kepada masing - masing Panitia Kh~Fu$ yang telah merampungkan ketiga 

Ranperda ini dipenghujung masa jab~tan Saudara Gubernur dan Wakil 

Gubernur masa Jabatan 2010 - 2d1s, I dan terhadap 1 ( satu) Ranperda 

lagi yaitu tentang Nagari dan Pansust
1

Pembahasan permasa\ahiln BUMD 

Mil!k Pemerintah Provinsi · Sumate1a a rat kan·,i setuju untuk diberikan 

waktu lagi kepada Pansus untuk merye purn.akan pembahasannya. 

Sebelum kami menyampaikan pendapa~ akhir Fraksi kami terhadap keti~a 
. I . 

Ranperda tersebut izinkan kami menyampaikan catatan- catatan penting 

sebagai berikut : : [ 

1. Ranperda tentang penyeleng~araan pelayanan publik. 

Penyelenggaraan pelayanan , publik ini di Pemerintah Provinsi 
I 

Sumatera Barat dan di KabuRattn/kota sangat menentukan image 

masyarakat terhadap baik dan buruknya Penyelenggaraan 
' 



' 

Pemerintahan tersebut. Untu~ ity karrii dari Fraksi Partai Golkar 

mengharapkan kepada Pemer.i~tah1Daerah sebagai berikut: 
I , 

a. Kami sarankan kepada . masi g masing SKPD penyelenggarc:~. 

Pelayanan Publik harus suda~ embJat SOP kegiatan dan kalau 

sudah ada harus disempurn~kal sesuai dengan Ranperda ini dan 

harus komit menjalankan SOP rsebut. 

b. Menyediakan kotak indek 1kepue1san masyarakat disetiap 

penyelenggara pelayanan pub ik, ~ dari hasil masukan elari 

masyarakat tersebut miniri)al sekali tiga bulan harus diadakan 
I 

evaluasi untuk tercapainya elayanan yang sempurna denii 

kepuascn masyarakat yang1 dila ani. 

c. Bagi petugas- petugas yang 1 berhadapan langsung melayani 

masyarakat bersikaplah seba ai ;)e\ayan yang baik dengan 

bersikap ramah, senyum, s~pa dan santun sehingga masyarakat 
' 

yang dilayani dengari kesan pe tama sudah merasa senang. 

d. Selanjutnya kami harapkan Pemerintah Provinsi mendorong 

Kabupaten/kota untuk memblfJat Perda yang sama bagi yang 
I 

belum dan menyesuaikan drngan Perda Provinsi yang kita 

tetapkan ini. i 
i 

2. Ranperda tentang Tanggung IJawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan (TJSLP). 1 

, I 

Kami dari Fraksi Partai Golkar p~da 1Kins1pnya sependapat dengan 

penyempurnaan yang telah di!Jksanakan oleh Pansus mengenai 

Ranperda ini, namun ada beberaJa hal yang per\u kami pertegas lagi 

yakni : · . I 

a. Setelah Perda ini di tetbp an rr.aka kami sarankan Pemda 
' 

Provinsi Sumatera Barat melal i SKPD terkait segera memfasilitasi 

pembentukan Forum koordi asi TJSLP yang bertugas untuk 
I 

mengharmonisasikan kTgia an TJSLP dengan i Program 

! 
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' 

Perencanaan Pembangunan Pe~erintah Provinsi sehinggga tidak 
' ! 

terjadi tumpang tindih. . i 

b. Badan Perencanaan Pembang nan Daerah diharapkan dapat 

meningkatkan pembinaan, peng wasan secara berkala dan terus 
I 

menerus terhadap realisasi fenrelenggaraan capaian ki~erja, dan 

permasalahan yang dihadaR.i P~~gram TJSLP serta mengingatkan 

perusahaan yang tidak 
1 
\-nerenuhi Langgung jawap sosi9l 

dilingkungannya masing mfsin, agar te:·sentuh nuraninya untuk 

ikut program TJSLP dimadsud. : 
'' ' c. Dengan adanya Perda • TJS P ini diharapkan perusahaan-

perusahaan yang ada di! SiJ atera , Barat dapat meningkatkan 
I i 1 

partisipasinya da:ar:n pehib dalam bentuk TJSLP 
. I 

dibandingkan dengan sebelum danva Perda ini. 
' 

3. Ranperda tenta119 tan dan Penggunaan Bagian 

Jalan. 

Dengan ditetapkannya Ranperd~ P,E nar. aatan dan Penggunaan 

Bag ian Jalan ini menjadi , PerFturc:r Daerah maka kita sudah 

mempunyai landasan hukum 1 yanc; kuat untuk menertibkan 

penggunaan bagian jalan yang.! ada diseluruh Provinsi Sumatera 

Barat ini, yang selama ini mema, g terkesan masih belum tertib dan 
I 

sembraut terutama dikawasan· p rkotaan. tidak berlebihan rasanya 
I . 

bahwa Perda ini sangat dihdrapk n oleh masyarakat dan sudah lama 
' I I 

ditunggu - tunggu kehadiranriyaj. Agar Perda ini mencapai sasaran 

dan efektif pelaksanaannya I mara kami dari Fraksi Partai Golkar 

menyarankan hal· hal sebagal be\ikut : 

a. Agar Pemerintah Daerah men~oror'J lahirnya Perda yang sama di 

l<abupaten/kota dan diharapk~n Pc;da P1ovinsi ini sebagai payung 
I 

' 
hukum sedangkan Perda ypng ebrh aplikatif 

l<abupaten da.1 kota yang ada'ld1 Su11atera Barat. 

' i 

ada.lah Per.da 
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b. Sebagai acuan dari pelaksar.aan dari Peroa ini diharapkan kepada 

Saudara Gubernur agar segera , engc:iua1·kan Peraturan Gubernur 

dalam waktu paling lama $r,am BL:ian setelah Perda ini 
I 

ditetapkan. 1 

c. Kami dari Fraksr Partai Golkar rlnengl·,ara:Jkan kepada Pemerintah 

Daerah setelai< Perda inl dit tapkc.n ~ecora berangsur angsur 
I 

namun pasti telah berusaha' untuk menertibkan bangunan -

bangunan yang ada dalam baerah milik ::llan, pedangan kaki lima 

yang memanfaatkan troiho~r lserca menempatkan papan iklan, 
I ' 

spanduk, balihc•, termasuk Bali o caion-calon Kepala Daerah yang 
I 

ditempatkan disembarangan temp<lt vang dapat menganggu 

ketertiban, kebersihan dan keindah;::n (K3). 
: I 

Untuk penertiban ini kami sarankan agar pemanfaatan polisi 

Pamong Praja dengan be~erj I sama dengan Anggota Polri dan 

pihak terkait lainnya. 'I 
I ' 

Berlandaskan c\engan apa 1yan · telah kami sampaikan diatas maka 

dengan mengucapkan Bi$miil1 hirra,lmcnirahim kami dari Fraksi 
1 1 

, 1 

Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda 
I 

penyelenggaraan pelayana~ ub:rk, tc 1ggung jawab sosial dan 

lingkungar1 perusahaan s~rt~ p:·ma 1faatan dan penggunaan 

bagian jalan untuk ditetapka~ me,i ad, :::>er·aturan Daerah. I , 
Sebelum kamr mengakhiri p~nd<;,;: ~t •· kiw ini izinkan kami dari 

Fraksi Partai Golkar menyam1=.~:kar: bahwa dalam rangka 
I 
I 

pelaks3naan Pemerintahan Olaerc:Jr cr Provinsi Sumatera Barat 
I 

I ' 

menyampaikan kepada pi(l1pi~1 an DPRD, sesuai dengan Peratu~an 

Menteri Dalam Negeri No .• 2 -:-ahL;n 2015 tentang pedoman 
I 

penyusunan APBD Tahun• 20l6, :::.: hv.<Jsanya Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dan DPRD PJovir· •• ;. Sumatera Barat sudah liarus 
I 

menandatan9ani nota kesepakatc 1; !\~l!-1 PPAS Tahun 2016 pada 

akhir bulan juli 2015, • 6an (Ji:: rl)\.rtkan dengan tahapan 
' 

5 



pembahasan RAPBD. Semen~ara/sampai cie.1gan saat ini Gubernur 

belum menyampaikan nota pehgamar KUA PPAS Tahun 2016, 

Untuk itu dalam rangka mefaksdnakan fungsi keDewanan, dengan 

ini kami mengajak pimplna dan Anggota DPRD Provinsi 

Sumatera Barat untuk lebih Pro aktif mengingatkan dan mengajak 
' 

Gubernur Sumatera .Barat kra ya dapat melakukan percepatan 

pelaksanaan tugas pemerinta,ha di Bid<,ng Anggaran ( budgetting 

), sehingg3 APBD Provinsi' Su atera Ba~at Tahun 2016 dapat . I 
ditetapkan pada waktunya. 

rang ka:·ni muliakan, Sdr. Gubernur, Sdr. l(,~tua, Hadirin 

Demikianlah Pendapat Akhir ini ka i sa:r:paikan, terima kasih atas 
I 

perhatian, 

berkenan. 

mohon maaf jika ada kesal han ;tc.JU tutur kata yang kurang 

W:~billahittaufiq Wali":idayah 

1: ~-%\t~/·~/ }_/ -< / 
..l.J'ttr'~~ 0.J~ f . .:....--~1_;' 

Padang, 5 AgJstu~; L.o:...:; 

FRAKSI PAiRTAI GOLt..:AR 
DPRD PROVINSI ·sUMAT:=RA 3ARAT 

.... ~~~·:-~·· 

,.)'.:'\• I' I' 
/,•' \·',,• 'A' 

,:·. /,,. I 
4.~ ' i ! 

-~ \r 
l" 'I 

\ ri. 

/-$ekretari~, 

(__ ·. ~ 
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. . ' '. ': I I i 

AKJ~R 
I· 

EMOKRAT 

DALAM RANGKA PEN KEPUTUSAN 

PROVINSI 
I 

TENf 

1. Penyelenggaraan 
! i 

2. Tanggungjawab Sosiati 

3. 

! 

I 
Disampaikan dal~ .,,a1.~a~.~: Paripurna 

D PRD Provinsi 

I 

I 
I 
! : 
I' 

Bar at 



' ' ' 

I I. 

! . ! II 
Assalam ualaikum Warahmatullalb.i abaf'Flfatuh. 

I I ;~I Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sum~ter B4: t. . 

Ytl;1.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPR Pr9pinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemeri~tah paerah, Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Pengadilarl Tihggi 1\gama Provinsi Sumatera 
' I, 

Barat. i !: 
Yth.Sdr.Kepala BPK- RI Perwakilan Sum~tera Barat 

I :' 

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/Staf,Ahl' I Asisten/KepalaDinas/ Badan/ 

Kepala Kantor Wilayah/ d9f1 L mb~ga lingkungan Pemerintah 
• I 

Daerah Provinsi Sumatera B 

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingk~t um*Jtera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan irpe ia q~tak dan elektronik serta 

undangan yang berbahagia. ·• I I 
Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadi 

1

at yalng kami hormati. 

Sdr.Pimpinan DPRD, .Gu ernur, Forum Koordinasi 
Pemerintah Daerah sexta Hadi in dan Hadirat yang kami 

, !·I 
muliakan. ·· 

. ' . ' 

yang D::::ti:s~~::k:e:~:' ~~~::a~had:at :::i:::~ 
kepada kita semua Alhamdulll~ah 1 

te1J
1 

dapat hadir pada Rapat 

Paripurna DPRD Provinsi l~um, tera~~l Barat, dalam rangka 
I 1 I I . 

Pengambilan Keputusan terhaq.~p · 3 ( 
1 1

ga) Rancangan Peraturan 

Daerah. ,'! 
! I 
I 

Shalawat beriring Salam dis pai)i:an untuk Junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW dengan uc pan " Allah Humma Shalli Ala 

Saiyidina Muhammad, Waala A i Muhammad " yang telah 
I 

mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah 
I I 

Rasulullah sebagai ' petunjuk dalam kehidupan menuju 
I ! 

keselamatan dunia dan akhirat.! . 
I 

Izinkan kami menguca11~~ a kasih yang sebesar-

besarnya kepada pimpinan ~idan p 
1 
;ipurna DPRD dan sdr 

Gubernur yang telah memberilk:arl eserrlpatan kepada kami untuk 
. I .. 

menyampaikan Pendapat Akhir :F aksi:Partai Demokrat . 
• 1 

I 
I 



. . I II 
I 

I, 

Setelah mendengar dan me erhatikan laporan Panitia 

Khusus DPRD Provinsi Suma era Barat terhadap 3(tiga) 

Rancangan Peraturan Daerah rovinsi Sumatera Barat yang 

disampaikan sdr.Gubernur tang;gal 18 Mei 2015 yang lalu kami 

Fraksi Partai Demokrat meny 

kepada Panitia Khusus DPRD Provi 

membahas secara mendalam pers 

paikan apresiasi yang tulus 
I' 

si Sumatera Barat yang tela!-. 
• \::., \-< ") A 

a •. SKPD terhadap ~~ 
i I 

Ranperda tersebut namun Ffa si ftartai Demokrat pada 

kesempatan ini menyampaikan beb rapq!pendapat untuk menjadi 
'I 

bahan pertimbangan bagi kita dalam mengambil keputusan 

terhadap Ranperda dimaksud sebag · betikut: 

~ -:(B~\ 
I.~ UMUM 

I, 

1). Berdasarkan Undang - U dang' Nomor 23 tahun 2014, 

ten tang Pemerintahan bae. ah,p~sal 57, pasal 59 ayat(2) 

pasal 65 ayat(2) pasal Q5, : asall \;)7 dan pasal 101 sebagai 

landasan pelaksanaan pem 

2). Berdasarkan Undang-Und 
! 

Desa, Pasal lpasal 2, pa~ 

No.43 tahun 2014 

No.6 tahun 2014. 

I: 

intal'•an. 
'I 

. g ~.6 tahun 2014 ten tang 

5 dan Peraturan Pemerin tah 
i I 

pelalksanaan Undang-Undang 
I 

Fraksi Partai Demokrat ibe pend.apat ba.'J.wa Pemerintah 
I I 

Daerah Provinsi Sumatera Barat dalem menyusun rancangan 

Peraturan daerah harus mempedo · ani iCian memperhatikan asas-
1 ! I 

asas Penyelenggaraan Pemeri:t!ltah yhltu taat azas,taat hukum 

dan taat aturan dengan mei:np' rhatlkan dan melaksanakan 
I I! 

semua ketentuan perundang-und gan ~tersebut dengan sungguh-

sungguh. ·i 



II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN UBLIK. 

Mempedomani Undang-Uhd g Nomor 25 tahun 2009, 

tentang Pelayanan Publik dan 1 ~er~ ura1, Pemerintah No.96 tahun 

2012, peraturan pelaksana 'ijU. o.25 1 ta..~un 2009. Pelayanan 
: · I 
· I ·I 

Publik adalah tugas utama' d
1 

pilW dasar penyelenggaran 
. . ' 

pemerintahan yang baik dan tata lola!pemerintahan yang bersih 
'I 

Fraksi Partai Demokrat berpendap t Petan da:n fungsi Pernerintah 
' 

sebagai penyelenggara pelayanan blik harus : 

1. Mernpunyai tekad kernau~ dengan aparatur yang siap 

sebagai pelayanan Publik bukan untuk dilayani oleh publlk 

yang dalam kenyataan mas h ditemukan kondisi terse but 
I. 'I 

terutama cliternpat -tempat 1 yan~ sesungguhnya aparatur 

harus memberikan pelakan: y~g sebaik-baiknya tanpa 

dilakukan pungutan tic].~ smij~eperti jembatan timbang 
• I' 

,pada pasar tradision!af d be~erapa kantor pemerintah 
I I II 

daerah yang rnemperlakhkan rnas~arakat harus mernberikan 

sesuatu kepada aparatur . 
I 

2. Pernerintah Daerah harus 

i I' 
em11~nyai aparatur yang siap 

rnentaati dan melaksanakan Perda ini secara baik karena 

itu diperlukan perubahan si ap zrtental ,prilaku ,disiplin dan 

ketaatan aparatur.terhadap ketentuan dalam Perda ini 

denga11:1,n sanksi yangjelas d · tegas. 
II 

I 'I 

3. Perda Pelayanan Publik rupakan Perda yang sangat 
I I 

dibutuhkan oleh Masyar ·at bebagai kornunitas yang 
. i I · 

rnernpunya1 kedaulatan agar rnendapatkan pelayanan yang 

lebih baik dan dibutuhkan leh masyarakat, rnaka dari itu 

Fraksi Partai Dernokrat Jerpe~dapat bahwa Peraturan 

Daerah tentang Pelayanan Ikbliki ini harus paripurna dan 

rnenjadi payung hukum bagi abJpaten Kota. 
' 

; . 

i. 
I 



III. 

I ! ~ 
4. Mengingat Instansi, 

I , , 

Institusil dan! iLembaga Pelayan Publik 
I 

mempunyai jenis kegiatan, ~1uran dan dasar hukum yang 

berbeda, Fraksi Partai pJmol¢at berpendapat bahwa 

Standar Operational Prosedu (SO~) dan Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) harus dii~ili i ole~ masing-masing Instansi, 
! ' 

Institusi dan Lembaga dan ditet~pkan dengan Peraturan 

Gubernur. 

5. Agar Peraturan Daerah inf b rjalah sebagai Roh Perda yang 

d1harapkan, Fraksi Partai iDe okrkt berpendapat agar diberi 
I' • II • I 

sangsi terhadap Intansi, Ins, 'tusi[ idan Lembaga yang tidak 

m~layani Publik seharuJny91 jel~!S dan tegas baik dalam 

bentuk Teguran, Sangsi . dmi*istratif maupun Sangsi 

Pi dana. 

TANGGGUNGJAWAB SOSIAL DAN 

1. Fraksi Partai Demokrat 

perusahaan adalah mempu 

ING~bNGAN PERUSAHAAN. 
i I 

II 
I' 

b~:tpendapat bahwa setiap 

yai tanggung jawab social dan 

bahagian dari lingkungan masrarakat yang harus ikut 

bertanggung jawab terhada lingkungannya. maka. Fraksi 
'. 

Partai Demokrat mengapre iasi ldengan sungguh-sungguh 
:I 

ditetapkannya Perda ini · an agar dapat dilaksanakan 
I 

dengan baik oleh perusaha: n di Provinsi Sumatera Barat 
' ' , I ' , 

dan segera disosialisasikan . 

2. Melalui Perda ini diharap 

Singkronisasi yang efektif! 
I i 

Daerah dengan Forutrl. 
i 

Lingkungan 

pelaksanaan 

Perusahaan 

dan pelapor 

serta berkontribusi 

Pembangunan Daerah 

kemiskinan di Sumatera B 

an teruJ'udnya. Kordinasi dan 
, I 

tara'tr'im Kordinasi Pemerintah 
I, 

Tan~ngjawab Sosial dan 

. agJ I dimensi perencanaan, 

dapat berjalan dengan baik 

ifika:n terhadap kemajuan 

dalam pengetasan 

3. Agar sangsi yang diber akukan sesuai Peraturan 
err ur.dCJ"'L!!::~~fl<"J01 1 

"Pyob!!ngutrru'l dapat dilaks • aka:n sebagaimana mestinya. 
' I 

I 

; I 



I' 
, 'I 
I I' 

4. Fraksi P3Itai Demokrat me~kambut baik terhadap 

Peraturan Daerah tentajng Tan,~ng Jawab Sosial dan 

Ungkungan Perusahaan ini ditetapkan mengingat adanya 
I· 

kewajiban perusahaan bai B'LjMN, BUMD dan Swasta 
I 

untuk menganggarkan dfl unt~k Tanggung jawab social 

dan lingkungan perusaha· dehgan berbagai program 
! . I! 

'' I I 

kegiatan Pemerintah Da
1 

rah J

1 
yang belum marnpu 

dianggarkan, maka Fraksi , Part¥ Demokrat berpendapat 
I ' 

agar Tugas Pokok dan 'Fu gsi ~ari masing-masing pihak 

yang terkait dalam me jalankan TJSLP m1 baik 

Perusahaan, For.J.m TJSLP ang d.ibentuk oleh Pcrusahaan 

secara indipenden dan Ti~ ~~ordinasi yang dibentuk 
II 

Pemerintah Daerah harus Jelas \dan marnpu membangun 

komunikasi dan koordina i yang sehat tanpa adanya 

pihak-pihak yang lebih be epentingan dalam mengelola, 
I . 

menyalurkan dan mengawa i Program T JSLP ini. 
' ' 

5. Agar pangawasan oleh 1asin~~masing pihak berjalan, 

Fraksi Partai Demokrat • berpendapat bahwa Sistem 
l . ; 

Pelaporan yang dilaksanakan isecara berjenjang harus 
I 

dilaksanakan secara terti' d~ rutin dimana setiap 

perusahaan menyampaikan lapotan Program TJSLP kepada 
I i 

Forum TJSLP sekali dalam satu!ibulan dan Forum TJSLP 

menyampaikan laporan, 'P ogr~ TJSLP ke Pemerintah 

Daerah melalui Tim Kobrd' asi! ~ekali tiga bulan. Fraksi 

Partai Demokrat juga berp~ndapat bahwa Pelaporan dari 

Perusahaan kepada F'or m rTJSLP ditembuskan ke 

Pemerintah Daerah melelui 
i 

6. Fraksi Partai Demokrat ber 

im Koordinasi. 
' 

endapat bahwa Tim Koordinasi 

harus pro aktif mengkomu ikasl.kan dengan Forum TJSLP 
' . I 

: , I 

dan Perusahaan terhadai program-program strategis 

Pemerintah Daerah igar dap~t dipertimbangkan dan 
' I. 

dimasukkan kedalamj frdlgr~ TJSLP masing-masing 

Perusahaan. I 11 

i 1\ 
i I 
i i 
I 



IV. 

! J II 
7. Walaupun ada sangsi sesu dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku dJnasihg-masing Badan Usaha, 

Fraksi Partai Demokrat 
1 

be pendapat agar Perda ini juga 
' I' 

mengatur secara Jelas dan Tega~ terhadap sangsi apabila 
:I 

masing-masing komponen melanggar apa yang sudah 

ditetapkan agar Perda yang/ dibu,at dengan biaya be~ar ini 

tidak hanya menjadi pajang<k dan macan ompong saJa. 

PEMAMFAATAN DAN PENGGUNJ BAl~N JALAN. • 

: II 
I ' 

Fraksi Partai Demokrat b~rp ndapat 
. : I' 

1. Bahwa wewenang pe amfatan, pembinaan dan 
' 

pengawasan jalan telah d' atag6rikan pada jalar. Negara, 
' 

jalan Provinsi dan Jalari K bup~ten /Jalan Kota. Khusus 
! ' 

jalan Provinsi .Pemerintah Provinsi harus melaksanakan 

secara tegas terhadap atur dan ketentuan yang diatur 
' 

dalam Perda ini seperti d am
1 

pemeliharaan jalan dari 

gangguan kegiatan ma~yar : at ~ada :okasi pasar tumpah 

yang sangat mengganggu elarltaran pemakaian jalan .. 

Pemerintah Daerah ke~ih~t ny~ tidak mampu mengatur 

masyarakat dan pemak~ alan i 1 seperti pada pasar Koto 

Baru dan Padang Luar dart pasar tumpah lainnya 
! I 

diwilayah Provinsi Sum 

kemacetan berjam-jam. ; 

Barat yang membuat 

2. Pengawasan pemakaian ba an jalan yang tidak dibolehkan 

melaksanakan pembangun dan pemamfaatan ruas jalan 

selain un tuk transport,, ter: yata masih ban yak bangunan 

liar yang tidak p~ny ¥n bangunan dengan 

ak b d
i . J I· 

mempergun an a .an J an 1 dan menjadikan lokasi 

perdagangan. i, 
; I 

3. Pemerintah Daerah Prov~n i halius berkoordinasi dengan 

Pemerintah Kabupaten Kota dalam pengaturan 

penggunan /pemakaian ba, an jalan yang pembe:-ian izin 

bangunan dilaksanal<an Peberintah Kabupaten dan Kota 

agar Pecda ini dapat tec!aksta dengan baik. 



Demikianlah beberapa penda', at 
1
Fraksi Partai Demokrat 

I 

DPRD Provinsi Sumatera Barat ~ terh!adap 3(Lga) Rancangan 
. I . 
I I ! I 

Peraturan Daerah Provinsi Surnate a Balrat untuk menjadi bahan 
'' 

pertimbangan dalam menetap . Ke~utusan DPRD menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi SumaterJ BarJt. 
I I 

! 

Selanjutnya Dengan bersetah diri lkehadirat ALLAH swt dan 

mengucapkan " Bismillahirrahma irrahim" kami Fraksi Partai 

Demokrat menyatakan dapat meherixb.a da11 menyetujui 3(tiga) 

Rancangan Peraturan Daerah Pr~vinsi Sumatera Barat menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi SumJtera Barat, dengan harapan 

dipertimbangkan dan diperhat*an 
1 

pendapat kami terse but. Atas 

perhatian Bapak dan ibu kami ~en: caJkan terimakasih. 

I I J· 
Billahi Taufik Walhidayah,Wassal mu aikum.Wr.Wb 

! ! 
I I J 

I I 
I 

I i 
I t I 

Padang, 5 A stus :2015 

FRAKSI PARTAI DEJOKRAT 
I 
I 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMA ERA BARA T, 

Ketua, ·Sekretaris, 

I 

ASRUL. S.Ag :SABARAS 

I 
i 



FRAKSIPARTAtGER~RA 
(GERAKAN INDO~ESIA RAYA) 

DEWAN PERWAKILAN KYAT DAERAH 
PROVINSI SUMA RA SARA T 

Sill 

PENDAPAT ~KHIR 
i I • 

FRAKSI PARTAI GERINDRA 

DPRD PROVINSI .SU 1 ATERA BARAT 

I . I 
TERHA·AP 

I . 

RANCANGAN PEfRA;RAN DAERAH 
PROVINSI SUMA ERA :SARA T 

I • 

I 
Ten tang 

1. Ranperda Penyelenggaraan Pel~anan Publik 
2. Ranperda Pemanfaatan dan Pe4gunaan Bagian Jalan 
3. Ranperda Tanggung Jawab $osi~l dan Lingkungan Perusahaan 

. ' 
• 

Disampaikan da~am apat F1aripurna 
DPRD Provinsi Su 

' Rabu, 5 A.gus 
Juru Bicara : : 

. 

Assalamualaikum Wr. Wb 
' 

atera
1 
Barat 

s 20jl5 
upa~(ii 

Yang terhormat ! . 1 

Sdr. G11bernur Provinsi Sumatera Bar~t i; 
Sdr. Pimpir:an dan Anggota DPRD Pr+. in i Su~ftera Barat 
Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan 'nggi !dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Provinsi Sumatera Barat ! 

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ KFpa Ba~an/Dinas/KantorjPemerintah 
Provinsi Sumatera Barat 

1 
t 1 ' 

Sdr. Ibu Kepala BPK-RI Perwakilan Provi si Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Pergu~an I inggi se-Provinsi Sumatera Barat 
Sdr. Pimpin11n Partai Politik, Ormas, 

1

0KP Rekan-rekan wartawan m~ciia cetak 
I 

clan elcktronik serta hadirin dan 1.mdangan yang kami muliakan 
I 

Hadirin, Sidang Dewan yang 'I'erhormat 
I 

Mengawali Pendapat Akhir ~ Fr'-k i Parjai Gerakan Indonesia Ray a 

(Gerindra), marilah kita tak bosan~bo$. a nya ~· · engucapkan puji dan syukur 
pada Allah SWT, Tu.han Yang Mahd sa, y ng memberikan kesempatan 

kepada kita semua le.hir dan be.thin 1~nt k bet, umpul pada rapat paripurna 
dalam rangka Penyampaian PendapatAk ir Fra:ksi terhadap 

I 

! 



Ranperda Penyelenggaraan 
Penggunaan Bagian Jalan 
Lingkungan Perusahaan. 

II I 
I. 

I . 
i . 

Pelayan~~ , blik,: Ranperda Pemanfap.tan 
serta Ranp. rda -ianggung Jawab Sosial 

' 

2 

dap 
dan 

i I , 
Shalawat dan salam tak lupa ki ta C\i.ltahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahA.b t serla kepada seluruh Ummatn~·a 
yang senantifiSa mengil<uti risalahnya derlgan penuh iman, tabah, sabar dan 
istiqamah sampai akhir zaman. 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadiri yang berbahagia 
! i i 

Sebelum kami menyampaikari P ndapElt Akhir tentang Ranperda 
. I 

dimaksud, pertama sekali Fraksi Partai G rakah Indonesia Raya (GERINDRA) 
mengucapl<an terima kasih dan pengharg an kepada Panitia Khusus (Pansus) 
Pcmbahasan 3 (tiga) Rance.ngan Peratu an Daerah (Ranperda) rang telah 
bekerja tanpa mengenal Ielah menunt skan Ranperda dimaksud untuk 

ditc:_apkan menjadi Peraturan Daerah· (Pe1da) P;.~.ovinsi Sumatera Barat tahu~ 
20lo. . 

I i, 
Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami M liakan 

Scbagaimana yang sudah kita ~etaJui b~rsama, bahwa pada tahun in1 
Provinsi Sumatera Barat akan menyeleng~arakan Pesta Demol<rasi Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatdra Barat Masa Bakti 2016-2021 
Sebanyak 2 (dua) pasang bakal bal9n juga • telah mendaftar ke Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumba~ b bera~a waktu lalu. 

I I 'I 
' I I : 

Jika tidak ada halangan dan rirttan an, ~~da taDggal 24 Agus:us 2015 
nanti, KPU Provinsi Sumbar akan me!h.eta kan ~ pasang bakal caJon tersebut 

' '. 
mcnjadi pasangan ca!on Gubernur dan kil dubernur yang akan bertarung 
Head to Head pada tanggal 9 Desember, 015.,Harapan kita semua, semoga 
Pemilihan Clubernur dan \Vakil Gub~rn Sumatera Barat kali iljli berjalan 
sccara Demokratis, Jujur dan Adil, tanp menimbulkan hal-hal yang sama 
sekali tidak kita inginkan. Aamin. 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadiri yan~ berbahagia 

Setelah kami rnendengar~an :' Lapohm Hasil Pembahasan dan 
mencermati 3 (tiga) Ranperda Provins\ Su : ater~ Barat yang telah disampail<an 
oleh masing-masing Pansus, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan 

I . . 
beberapa pendapat dan saran sebagai beri t : i · 
I. Ranperda Penyelenggaraa~ Pel~. '~n n Pu~ ik 

Seiring dengan per!kemb ~~ ke ajuan pembangunan dan 
peningkatan taraf sosial, ekono i, an p1 ndidikan, maka berkembang 
pula keinginan masyarake.t t rha ap s~atu lembaga yang dapat 
mernbcrikan suatu 
mampu dijangkau 

gejala yang wajar. 

' 
pelayanan yang b~rkualitas atau bermutu baik, serta 
oleh kemampua~ sosial ekonominya adalah suatu 

I 



I 
! 
I 
' i 

3 

Adapun pelayanan Publik adal~h segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara I pelayJanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerin'la pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan p7runclahg- ndan~~n, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 25\ ta un 2~p9 ten tang Pelayanan Publik. 

Hake kat pelayanan publik! a alah 1 pemb'erian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang meru~ak n perwujudan kewajiban aparatur 
pemerintah sebagai abdi ma:sya akat I tersebut. Dengan semakin 
meningkatnya tuntutan masyara~at akan [kuali~s atau mut1..1. pelayanan 
tadi, maka fungsi pemerintah yahg emberikan ·suatu pelayanan kepada 
masyarakat secara bertahap peri~ di 'ngk~tkan agar menjadi lebih efektif 
dan efisien serta memberikan kepuas n ba~ masyarakat. 

Namun dalam prakteknya di Provinsi Sumatera Barat hal itu 
' . 

sepertinya masih sulit untuk diwuj dkan. Tidak banyak badan-badan 
publik yang men1,1njukkan ~dan a ~.esiapan dalam memberikan 
pelayanan publik yang ideal. !Hal i itula~' yang kemudian mendorong 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatha Barat dengan dukungan DPRD 
Provinsi Sumatera Barat ~er;.<~uskat:l, rancangan regulasi yang 
membanggakan yakni Ranpetdai t ntang: Penyelenggaraan Pelayanan 

I 

Publik. · ~ 1 

Ranperda yang telah dibah~s leh ?Jnsus dan Mitra terkait yang 
akan menjadi payung hukum . ntiny~ bagi Pemerintah Daerah 
Kab1.1paten dan Kota di Sumbar iini harapannya dapat mendorong 
pemcnuhan Hak-Hak Masyarakat SumaJ.era Barat terkait pelayanan 
publik bcrkua!itas di mana dapat 1 mengubah pelayanan publik yang 
sclama ini tidak optimal menjadi pela~anan publik yang maksimal. 

Bcr<Hlgkat dari kondisi ter.seb~t Fr~ksi Gerindra menyampaikcj11 
pcndapal sebag::li berikut: · I ·, · 

.I. 1\eberadaan Ranperda Pen~elen~garaa,n Pelayanan Publik yang telah 
clibahas ini tidak cukup sekada~ niat ~aik, akan tetapi dalam proses 
perumusan substansi Ranperda.uuga fuarus mengatur berbagai aspek 

yang akan menjadi acuan •.dal•a1 peiak,sanaan perda ini kedepannya. 
Misalnya, dalam hal Staridar peratipg Prosedur (SOP) Pelayanan 
Publik, Mekanisme Complaint, pemb~rian Reward dan Punishment 

bagi Badan Publik serta ketentuan-ket~ntuan lainnya; 
·,j, PelAyzman publik yang prima· dtn berkualitas akan terwujud tidal< 

serta merta ditimbulkan oleh perangkat hukum berupa pcrda. 
Namun perlu didukung oleh U!JSUr yang mahapenting yakni etos 
kcrja yang baik. Untuk itu, Pemprov Sumbar harus cepat tanggap 
dan sigap menyikapi tata kelola ~enyelenggaraan pelayanan publik di 

lingkup jajaran insta~si p~me~intah' ,daerah dan mengoptimalkan 
pelayanan Badan Pubhk yan.g a~a. ·~ · 

1 

Pelayana.n . publik dapat • 'dikJttaka~, berkualitas jika ' ~emilik1 
karaktensttk yang menggam ·arkan produk Jayanan ttu. Ot 

. ' 
antaranya kinerja (perforrn.a'nce),, kean~iilan (reliability), mudah dalam 

' ' 

penggunaan (easy of use),. stetiki.~:j., serta mampu memenuhi 
keinginan atau kebutuhan layan n. 'i 

! ! ; II 
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. ! 

Berangkat dari pemil<:iran d~ :at 
hal-hal yang belum teral<:omodiri dal 

l 

:I 
s da~~ mengingat masih banyaknya 

• ! 

Fraksi Gerindra berpendapat : 
m Rlihperda dimaksud, maka kami 

I i 

1. Untuk Menunda pengesahan R nperda Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik sebagai Perda;<;o.""'"«O\ b\\O.I<<.J~vt Ve.M-{W..JUVI-1GOI.A ~ufoS~v-

"f- M<n)''""kan "-<!a Pacs•l• ~'anpex:da Pen:rel n raan Pelayanan ILQ 1
1 

Publik dan Pemerintah Daer Provinsi Su ra Barat untuk 
mcnyempurnakan substansl R nperda dimak' d; 

' 

Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat. 

II. Ranperda Tanggung Jawab Sos~al d n Li~gkungan Perusahaan 
I I, 

Tanggung Jawab Sosial qan I ingk~ngan (TJSL) pada dasarnya 
merupakan etika dan moral bisni's · ang cl.lterapkan perusahaan sebagai 

' 
bentuk tanggungjawab sosial. peru ahaa:n pada masyarakat maupun 
lingkungan internal dan eksth a! dilnana perusahaan tersebut 

• I . 

berdomisili. . ! , i 
Pemerintah melalui 'UU No. 0 TaHun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (PT) mengatur ketentua~ p nyelekggaraan TJSL. Dalam pasall 
disebutkan bahwa istilah Tanggung 1 awa~ Sosial dan Lingkungan (TJSL) 

merupakan komitmen. perseroan. un.tufk berp:eran. serta dalam pemban.g1.:nan 
ekonomi berlcelan.jutan. gun.a +en.i gkc.;tkan. kt..alitas kehidupan dan 
lin.gkungan yang bermarifaat, Haik bagi! perseroan. sen.diri,' komunitas 
setempat, maupun. masyarakat pdda . mumhya. 

Dalam pasal 74 UU ini juga ±enga.lciur bahwa pelaksan:aan TJSL 
I' 1 

bersifat wajib yang biaya penyel9ngg raan~ya dianggarkan oleh perseroan 
berdasarkan kepatutan dan kew~aran; Namun dalam prakteknya 
sayangnya tidak banyak perusahaanjlatau perseroan yang memiliki itikad 
baik untnk menjalankan kewajibann~a tersbbut. Untuk it1.1, regulasi yang 
lebih efektif dan efisien sansat dipeztiukan terutama untuk membcrikan 
kcciLicluknr. hukum, yang tegas dan jelas bagi pcrusahaan, pemerint.ah 
dan mas\·arakat terkait. 

I 

Setelah mencermati dengan seriLs Laporan yang telah disampaikan 
oleh Pansus Pembahasan Ranperba Tanggung ,Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan, kami dari F1aksi Gerindra berpandangan : 

i Ranpercla yang telah dibahas pleh Pansus dan Mitra terkait ini 
diharapkan akan rnl!njadi p,_yu~g hu~um nantinya bagi Pemerintah 
Daerah untuk dapat m~nddrong :, pemenuhan rasa keadila:n 
masyarakat. Sumatera Bara~:ter~1 ait di~tribusi program-program CSiR 
yang dilakukan oleh perusahaan selan\.a ini. 

.,j, r~anperda yang dibuat ini pa a d~sarnya dimaksudkan Lll1tuk 
mengharmonisasikan hubungad kemftraan antara pemda provinsi 
Sumbar dengan perusahaan d~n masyarakat. Ranperda ini juga 
ditujukan \mtuk mendorong i perusahaan melaksanakan TJSL 

scbagai salah satu b(mt).lkl kontribusi perusahaan dalam 
mcningkatkan kesejahteraan rpa yarakat setempat. 
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i Nam1.111 sayangnya, dalam RJnperda dimaksud terdapFJ.t aclanyu 
t1.1mpang tindih dan ketidakjelasan tugas antara Forum T,JSLP 
dengan Tim Koordinasi yang be poterisi menimbulkan ketidakjelasan 
dalam pelaksanaan Perda TJrSL ni naritinya. 

-.!. Ranperda ini juga belum !me ggarril!larkan sejauhmana' kekuatan 
Forum T JSLP serta komiti;'l'lent! perusahaan dalam menindaklanjuti 
Rekomendasi Program CS~ s hingg~ program yang dilaksanakan 

' ' terse but akan tepat . sas ·,ran : · kepada masyarakat yang 

mcmbutuhkan. ~ i 
·.I. Hal lain yang juga belum te ambar dalam Ranperda dimaksud 

mcng.:nai pengaturan reward . an punishment serta belum adanya 
. I • 

semangat transparansi dalarri p¢nyusunan program CSR. 

Berangkat dari pcmikiran di at~s dan me:1gingat masih banyaknya 
hal-hal vang belum terakomodir dalam Ranperda dimaksud, l'\1aka kami "' ,., 

. - . ~,a. l"" \1\Cl"' '1'"' '"'~ le ~~ t •'v"'"\. tlTn 1 tll'\1\ 1. cc v Fraks1 Gcnnc.lra berpendapat: ~~ .. \'\~ iv'ly\ r.-\(cl"' Wi~V\n~Mbn'-1 '-?eb~'"'' ;-1Q~;:> 9 1 ~.,1 "' 
1. Belum bersepakat menerim~ R nperdla Tanggung Jawab Sosial dan 

1 

Lingkungan Perusahaan untuk isahkan sebagai Perda; 
l ' ' 

2. Mcminta kepada Rapat Padpurna merekomendasikan kepada 
Pans us Ranperda · Ta.nggungl Jawab ~o~ial dan Lingkungan 
Perusahaan dan Pcmenntah Dterah Provms1 Sumatera Barat Agar 
menycmpurnakan substan~i Ra perda dimaksud; 

III. Ranperda Pemanraatan dan Peng na.an. Bagian Jalan 

Setelah mencermati den~an: erius,i i kami dari Fraksi Gerindra 
berpandangan : . '1 

Keberadaan jalan mer.,jpakariin estaJJI daerah/ modal dae:ah dalam 
penyelenggaraan pelayanan kepa;da asy~I:akat yang sangat dibutuhkan 
dan berimplikasi pada peningkatan kondini lokal di Provinsi Sumatera 
Barat. Pemanfaatan dan penggup.a ba~ian-bagian ja!an perlu disusun 
dalam bentuk peraturan daera~ a ar k~sinarz;1bungan dan! kelayakan 
fungsi jalan di Provinsi Sumatera arat! senantiasa dapat 1ctijaga dan 

dipelihara se~uai dengan amana{ un~ang+. ndang nomor 22 tahun 20~9 
ten tang lalu-lmtas dan angkutan Jalar. • · ' 

MLmculnya Ranperda dimak~udkf\ri agar pemanfaatan dan 

penggunaan. ba~ian-bagian jalan, dt• pe,t 1!1. enjamin pengamanan fungsi 
Jalan, menJamm kelancaran ; dan kesylamatan pcnggunaan Jalan, 
keamanan konstruksi jalan serta este ika a\:.au keindahan jalan. 

Dan yang tak kalah pentingn~·a Jdalah pemanfaatan dan penggunaan 
bagian jalan dari banguneln dan jfri gan \.ttilitas, iklan, media informasi 
yang melakukan aktifitas sehingga engakibatkan rusaknya jalan dan 

. I 

bagian-bagian jalan. 
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I . , . 
Dengan berbagai pertimba!llgan· Fra~si Partai Gerindra rnenyatakkn 

dapat menerima Ranperda Pemanf atan :dan Penggunaan Bagian Jalan 
, I 

1.111tuk ditetapkar. menjadi Peraturt· Da~rah. Dengan harapan kepada 
Saudara Gubernur untuk dapat eger~ · mensosialisasikan Perda ini 
nantinya kepada masyarakat hla$ dan mbnyusun regulasi teknis dalam 

k I ' bentu Pergub. 1 · · 

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Ha~ir~n yan~ berbahagia 

Demik1anlah penyampaian Pen1apat Akhir Fraksi Partai Gerindm 
terhadap 3 (tig8) Ranperda tersebut. ! 

Dcngan kcrcndahan hati, kami ju~a menyampaikan permohunan maar 
pacla hadirin dalam sidang paripurna yarg terhormat ini, jika ada salah kata 
dan penyampaian kami. [ ' 

Tak ada gading yang :ak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah 
semata. Semoga kita semua selalu dH~eriJan Ta1,1fiq dan Hidayah-Nya. 

, I . 
Wabillahitaufik wa! hidayah. 

1 

:1 f • 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Salam Indonesia Raya II! 

i II 
FRAKSI PARTAI1 GERINDRA 

I 

DEWAN PERWAKILAN fRAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARA T 

Ketua 

HIDAYA 

Anggota: 
1. Darmawi, BSc 
2. Supardi 
3. Sabrana, SE 
4. Drs. H Syahiran MM 

I 
I 

FI<A<"i ekreta is 
I'A~T41i 

. r::· .J· I ~ 
S.S .""~). .. "·"' "~, ~sk'Vtrt-A~N-D._I_S_O~FYAN SE 

' C.J,.J~··~..;. ....... j .... ll ' 

I 
, I 
1 I 
I ' 

' 

' 

5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE '' 
I 

6. Sudarmi Saogo 



: I. • 

' ' ' 

PENDAPA!T AKHIR 
FRAKSI PART AI ~iT NASIONAL 

RANCANSANPERATURANDAERAH 

BAGIAN JALAN 

I I I ' 
Assalamualaikum Wr.Wb : 

1 
i I ·! 

~ Yth, Saudara Gubernur 'Provins!i I symater~\ Barat yang diwakili Sdr. 

Sekda 1 
) • 

I 
>- Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua da1 seluruh Anggota DPRD Provinsi 

Sumatera Sarat . : · 

";.. Yth.Saudara Anggota Forum Koordi~asi Pimpinan Daerah Sumatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sum~tera Baret dan Ketua Pengacilan 

Tinggi Agama Provinsi Sumatera ~araJ 
> Yth. Ketua BPK Rl Perwakilan Provinsl Sum<!tera Barat 

> Yth. Saudara Sekretaris Daerah.' Star,IIAhli, ~ara Asisten, Kepala Dines, 

Baden, Kantor, Sekretaris Dewan, • Biro ~~ Lingkungan Pemerintah 
i ~ ' 

Daerah Sumatera Baret, , 

:>- Yth. Saudara Pimpinan Part~i . f;'oli~ik, Pilnpin~n Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan, Pimpinan SUM~ tan P(mpi;'lan BUMD Sumatera 

Baret, dan Wartawan Media C~t~k 1 
D n Eleklronik beserta hadirin yang 

I •I · 
berbahagia. 1 

1 
' 

1 



Ptndapat Akhir Fraksl PAN 

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi 
1

[ini s pantasnyala;h kita Panjatkan Puji 

Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karena[ber at rahmat, hid ayah dan kurnia-Nya 

kita masih diberikan kesehatan dan kekuat' n lahir dan bathin sehingga pada 

hari ini dapat melaksanakan sidang !pari~urna palam rangka pengambilan 

keputusan terhadap tiga Rapenda yang 1 ditet~pkan.'1 
Shalawat dan salam kita sarripaik~n kepada junjL'ngan k1ta Nabi 

' 

Muhammad Saw yang telah memberikan ar~h dan tuntunannya kepada umat 

manusia. · I 

Selanjutnya. kami mengucapkan teri~a kasih kepada Pimpinan serta' 
i 

Anggota DPRD Sum bar dan Sdr. 1 Gu ernur:, yang telah memberikan 

kesemp01tan kepada kami untuk menyampa kan Pendapat Akhir Fraksi Partai 

Amana! Nasional. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan ar.ggot Dewan serta Undangan yang 
kami hormati dan hadirin yang berbahagla 

Selanjutnya, saya sampaikan pend pat akhir Fraksi Partai Amanat 

Nasional tentang tiga Rapenda yaltu ~en 
1 

/eng~.~ araan Pelayanan Publik, 

Tangguny Jawab Soslal dan Llngkutigt~n I erus~haan serta Pemanfaatan 
I I 
I 

I 
dan Penggunaan Bag/an Jalan. 

I I 

RANPERDA PENYELENGGAR~AN ·PEL.A:fANAN PUBLIK, yang 

dimaksudkan untuk memberikan! kepast,rJn ukum \dan kejelasan hubungan 

antara masyarakat dengan penyelenggara publik 1 akan bisa mewujudkan 

kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewaj1ban dan kewenangan pihak yang 

terkait dengan pe:nyelenggaraan pelayanan p~blik. 

Dan bisa mewujudkan sistem penyelerlggara:tn pelayanan publik yang 
I 

baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yar:g 

baik. ' 
I 

Dan akan bisa pula memenuhi hak-hakl masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik yang baik dan sebagalnya. 

Ranperda kedua, Tanggung ~aw~b sf~ial dan Lingkungan 

Perusahaan akan bisa memberikan k$pasti n dan' ,perlindungan hukum dan 

i 
I 
I 

. I 
I 

, I 
2 



Pendopot Akhlr Froksl PAN 

bisa memberikan arahan terhadap. pelaks4naan ~rogram Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusah~an. 1 

Ranperda ketiga tentang Pem'anf~atan :1an Penggunaan Bagian 

Jalan. : 

bisa dijadikan setagai pengamanan .funJsi jalan, menjamin keselamatan, 
I I I 

keamanan, kenyamanan, dan kelancarar pe gguna jalan ·atau pengendara. 
I 

Dan bisa pula untuk memberikan kepasti n hukum terhadap pemberi izin, 
I 

rekomendasi dan dispensasi dalam pemanf atan dan penggunaan bagian)alan 

sesuai kebutuhan dan kondisi khas daer h. Dan bisa pula untuk menjadi 

ketertiban dalam pemanfaatan dan p~ngg~naan bagian jalan sebagai fungsi 
. I 

jalan untuk kepentingan umum. I ! . 

Meskipun ketiga Rapend~ ini telah bibabak beluri dalam tanda kutip, 
I 

dalam rapat gabungan komisi yang dilaksanakan h~ri Senin tanggal 3 Agustus 
· I I · 

yang !alu dari pagi hingga sore, namu~ lkij telah :dapat kita bawa ke sidang 

paripurna yang terhormat ini untuk diusulkan menjadi Perda Prov. Sumbar. 

1. Berdasarkan hasil konsultasil Pi ! pin an' 
1

Pansus Pemanfaatan dan 
' Penggunaan bagian Jalan ke [Jakarta di informasikan bahwa 

Ranperda ini adalah is the best I diberikan pujian " Sangat Baik", 

diharapkan nantinya Propinsi l~in ~elajar ke Sum bar tentang ini: 

Salut dan pujian buat pimpil1an ~ anggota Pansus --~ boleh kita 

berikan tepuk tangan terima kasih.i 

2. Dua Ranperda lainnya dalam Ra~ t Gabungan Komisi dikomentari " 
I · I 

Belum ada pasal tentang Sanksi" M mun ~ini telah sempurna. 
' I 

3. Menurut pandangan saya i perbaikan-perbaikan untuk 
, I 

penyempurnaan Ranperda ini, t lah dilakukan dan layak untuk 

diusulkan jadi PERDA., . I , 
1 

; I I i 
Saudara Gubernur, Plmplnan dan anbgo a DeWa. n serta Undangan yang 
kami hormatl dan hadlrln yang berbah~gla i I · · 

' 
Kami, sangat menyadari betapa p~rjalanan panjang pembahasan 

' 
Rapenda ini, mulai dari pembahasan di pansus, pembahasan bersama SKPD 

terkait, studi 1:'\anding, pembahasan di gabt./ngan komisi dan di fraksi cukup 

3 



Pen:lopot Akhlr Froksl PAN 

I 
! 

melelahkan. Yang dimaksudkan ~anya dengan satu tujuan · untuk 

kesempl!rnaan dan memantapkan Rap1nda,ini. . 

Karen a itu pad a kesempatan in II I ka . i Frak$i PAN berpendapat untuk 
1 I 
I 

menerima dan menyetujui ketiga Ranp rda ini untuk disahkan menjadi 
I 1 I 

Peraturan Daerah Prev. Sumatera Sarat. : ! . 
Karena ketiga Ranperda ini telah ditu~ggu dleh masyarakat maka untuk 

penerapannya perlu Peraturan Gubernur. ~entu Sapak I lbu I Sdr. dan kita 

::r:~:;a:~in :a~r~~u:::~rt~bhe:~~~~~~.dapaf

1
. diterbi1kan dalam waktu yang tidak 

Saiklah, sebelum mengakhiri Pen~apa Akhi~ )FrakSJ ini~ izinkan kami Sdr 

Ketua menyampaikan keluhan kami kepada ~dr. Gubernur yang diwakili Sekda. 

Saya awali dengan nasehat seerang prefese~ kepada mantan mahasiswanya. 
• I 

Suatu ketikal sebuah grup alumni ma~asiswa yang beberapa tahun telah 

rr:eninggalkan bangku perkuliahan da~ y+g rata-rata . sudah mendapatkan 

kesuksesan, jabatanl kemapa11an finansi~l, dan status sesial yang tinggi 

mengunjungi prefeser, desen mereka di universitas untuk ber reuni dan 
! 

berkensultasi , 

Pad a saat itu mereka saling bercet ta kebdaan mereka satu dengan 
I , ., I 

yang lainnya. Segera saja cerita berkisar 'seal sjress dalam pekerjaanl dan , I 

kehidupan rumah tangga mereka. i ! ' 

Sejenak, prefaser pergi : menghil~nd. Dan ~embali dengan membawa 

secerek besar air kepi. Seserta sejuml~h Jangkir :yang terbuat dari perselenl 

plastik, gelas dan kristal. Seberapa cangtir-cangkir ltu tampak mahal dan 

beberapa sangat indah. Dan sebagian lagi t~mpak murah dan dapat ditemukan 

di rumah-rumah yang sangat miskin. 

Lalu prefeser berkata kepada mantary mahasiswanya,"Silahk~n masing­

masing diantara kalian menuangkan kepinyalsendiri-sendiri." 

Ketika tiap orang sudah mend13pat an kepinya masing-masing, lalu 

profeser berkata: 

Coba kalian perhatlkan, semu:a ca, gkir-cangkir yang tampak mahal 

dan indah telah kallan pilih. 1 l 

4 



Ptndapat Akhir Fraksi PAN 

I 

Kini tinggallah cangkir-cangki~ polo~ dan .tampak murah. Memang, 

lumrah, bahwa kalian memilih hanya: ya~g erbaik: untuk diri sendiri. Nah. Di 

situlah sumber masalah dan stress kaliaH. S darla~. Bahwa cangkir-cangkir itu 

tidak dapat meningkatkan kualitas kopiriya. an ka'lian tertipu dengan cahgkir 

yang mewah dan mahal. 
I 

Apa yang sesungguhnya, yang . kali n inginkan adalah kopi, bukan 

cangkirnya. 

Tapi kalian berebut mendapatkani can kir terbaik. Dan kalian saling lirik 
I 

cangkir yang didapat satu sama lain. 1 

'' 

Kini coba renungkan; 

Kehidupan ini adalah ibarat kopi. i 1 j: 
Jabatan, harta dan status sosial piada asarnva seperti cangkir. 

~-· ' I T I 

Yang hanya merupakan sarana dan al t untuk mencapai tujuan hid up. 

Kopi tetap menjadi kopi dan tida~ ~~an beruba:h. 

Kadang-kadang dengan hanya :terpu~at lpa a ca~gkir, kita lupa menikmati 
' I 

kopinya. Nikmatilah, aroma sedap kepi ya. i 

Bukan c~ngklrnya. 

Orang paling bahagla bukanlah yang rhemiliki segala sesuatu yang 
' 

TERBAIK. Melainkan mereka yang hanya tnelakukan yang TERBAIK atas 

segala sesuatu yang dapat mereka usahakan. 

Pedulilah dengan sesame. i 
Bicaralah dengan ramah. 

Bersyukurlah terhadap nikmat Allah. 
I . 

ltulah nasihat profesor kepada mantan;mahasiswanya. 
. I 

Sekda yang mewakili Gubernur., irzlnk~ kami ,menyampa:kan suara hati 

anggota dewan dan bermohon. 

Pedulilah terhadao rakyat kecil ~a~g ~erada idi pedesaan, di lembah-
. ' 

lembah dan di pegunungan dlmana-mara I diSumibar. Santunilah mereka. 

Lakukanlah yang terbaik. · 

Bangunlah jaringan irigasl. Perbaikilah jalan lingkung dan jalan produksi 

pP.rtanian dan sebagainya. 

• • 
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' 
Pendapat Akhlr Frnksl PAN j · 
Dananya ada Rp. 129 Milyar pad~ po

1 

ok-pokok pik,iran anggota d~wan. 
Maaf Bapak Sel<da. Jika dana ini tidak dicairkan akan menjadi SILPA 

yang cukup besar tahun berikutnya. ' : I . 
Dan akan menjadi temuan dan akan ~erdampak kurang elok. 

I I 

Bapak Sekda Yth. i : 
Menurut Peraturan Ment~ri KUA fPAS i bulan Juni notanya tidak 

disampaikan ke DPRD. Paling Iambe! akhitl Juli Rancangan KUA-PPAS telah 

disepakati antara Gubernur dan DPRD. 1Kini, telah Bulan Agustus Pak, 

jangankEm ditanda tcmgani Not~ saja be(urr{ disam!paikan. lni tugas konstitusi 

yang harus dilaksanakan, ini menyangkut 
1ha~at hidJp hajat orang banyak. 

Pedulilah Pak Sekda ! [ 
I 

Bpk/ lbu. mari kita beri tepuk tangan, agar Pak Sekda kita bersemangat. 
i 

Bpk/ibu/Sdr sekalian. Mari kita berdo'at. 

Wahai Allah, Engkaulah yang me:i1pu1yai segala puji sepenuh lang it dan 

bumi, dan sepenuh apa diantara kedu~ny1 dan sepenuh apa yang Engkau 

kehendaki. · 

Wahai Allah Engkau lah penolpng 

1
, ami. fan dengan Engkau kami 

berdaya upaya. : , 

Ya Allah, sesungguhnya Engka~l Tuh n yan~ selalu memberi kebaikan. 
I 

Sangat Pemurah dan Maha Mulia. 1 · 

Gerakkanlah hati Bpk Sekda k~ml, gar p~duli terhadap masyarakat 
I kecil. i i I 
I 

Demikianlah. Mohon maaf, jika ada yang selah dan janggal. 

Wabillahit taufiq wal hid ayah 

Wasalam. 
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I ' . I 

FRAKSl PARt AI AMANAT NASIONAL 
I I ' I , , 

DfRD PR~VI~SI SU,MATERA BARAT, 

. I : 

Drs.H. GUSPARDI GAl.JS.M.BA.M.Si 
Prof.Drs. ERMAN MAWARDI,Dip!.AIT 
H.DARMON,S.Ag.MM 
H.MUZLI M.NUR,S.Pd 
AHMAD RIUS,SH 
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM 
BUKHARI Dt.TUO,SE 
Drs.ISWANDI LATIEF.MM 

I 

Sekretaris 

PENASEHAT FRAKSI 
KETUA FRAKSI 
WAKIL KETUA FRAKSI 
~EKRET ARIS FRAKSI 
BENDAHARA FRAKSI 
~NGGOTA FRAKSI 
ANGGOTA FRAKSI 
ANGGOTA FRAKSI 
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Pendapat A ir I· 
Fraksi Partai NasDem DPRD ~ ovin~l Sumatera Barat 

Terhadap 3 cTiga) anp~~da : 

1. Ranperda Penyelenggaraan PelayanJn Pu~lik 
2. Ranperda Tanggung Jawab Sosi81

1 
d~n Lingkun.gan Perusahaan 

3. Ranperda Pemanfaatan d~n Pen*gu aan B gian ,Jalan 
I 
I 

Disampaikarl pada Rapat 
Provinsi Sumatera Barat tan 

Yang Kami Hormati : 

Yth. Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

j l . 

arip rita DPRD 
al OS! Agustus 2015 

I 
I' 
I. 

I: 
I. 
! I 
'' 

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan T ggi ban Pengadilan Tinggi Agama 

Sumatera Barat 
1. 

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DP Pr<)yinsi Sumatera Barat. 
, 'I 

Yth. Sdr. Kt"pala BPK-RI Perwakllan Proyin i Swri4tera Barat 
' ' :I 

Ytb. Sdr. Kepala Ombusdman Perwakilan Pr vinsi Sumatera Barat. 
! I i . 

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pim inan *UMD 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf A li Kepala Badan, Dinas, Kantor dan 

Lembaga Provinsi Sumatera Barat. 

I 

' 

' 

! ' 
I! 



I 
i 
'' 
' '' 
:! 

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi ke . asyl· atan, Organisasi Profesi, Para 

· w artawan dan Hadirin yang Berbaragi 
1 

I 

Alhamdulillah Hirabbil'alamiri was alatu l~assala mu'ala asrafilambia 
' ' ' iwal mursalin wa'ala alibi waa$habi 
' . 

! 

illahaillallah waashaduanna Muha 
' i 

Iaanabinba'da Allahuma Sali'ala sayidin 
I 
' 

Muhammad. 

' ' 
i rdulillahi ajmain, ashadualla 

mad.b Abduhu Warasulluh 

MuJlmmad Wa 'ala ali sayidina 
'I 
I 
! 
' 

Puji Syukur marilah sama-sama ,ita turkah kep~da Allah SW,T, karena 

berkat ridha dan karunia-Nya kita masjh d beri rlikmat 
1
kesehatan dan kekuatan 

untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari · ·. ! I ·
1 . I . J I , 

Selanjutnya salawat beriring salem dak NPa pula kita kirirn.Ran bagi 

junjungan kita Nabi besar MuhammJd s: W, ~g telah mengangkat derjat 

man usia menjadi insan kamil dimuka
1 

bu : i ini, \~an kehadiran beliau sebagai 
'' 

pembawa rahmat untuk sekalian a! am. 

Melalui kesempatan yang berbahagia ini i#nkanlah kami menyampaikan 
i 

ucapan terimakasih kepada Saudara Pi.mpi an Sidang yang telah memberikan 
I I 

kesempatan kepada kami untuk menyamp ikan )~endapat Akhir Fraksi Partai 
'' 

NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat erhadap Tiga Rancangan Peraturan 
' 

Daerah : Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ranperda tentang 
, I ' 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun~an Perushhaan, dan Ranperda tentang 

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan adiri)l yang kami hormati 

Fraksi Partai NasDem memberikan ap esiasi! yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh Tim Pansus yang telah melakukan p mbaHasan terhadap Tiga Rancangan 

Peraturan Daerah : Ranperda ten tang P~nyele ggar~n Pelayanan Publik, Ranperda 



:I 
:I 
I I. 

'' 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan liin ungJi Penisahaan, dan Ranperda 
I ! ; 

tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian JaJanJ Sejak tanggal 18 Mei sampai 

03 Agustus 2015 semoga kerja keras terse ut akb menjadi amal shaleh serta 

memberikan kemaslahatan bagi kernajuan!m ur~t Sumatera Barat. 
' 'I 

1. Ranperda Penyelenggaraan Pelayan~n P blik ; , 

Pelayanan publik o!eh birokrasi 'me paka# salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi m~'syar kat, ¥samping sebagai abdi negara. 

Peleyanan tersebut diberikan untuk me; enJi hak mnsyarakat, haik itu 
t 

merupakan layanan civil maup'un layanani publik. Artinya kegiatan pelayanan 

pada dasamya menyangkut pemenuhan suafu hak.: · 
:I 

Salah satu faktor penentu tingkat keb rhasilan daiam penyelenggaraan tata 
: . , I 

kelola pemerintahan adalah teroipt~ya kepu#an bagi masyarakat dalam 

menerima pelayanan yang diberikan leh ~emerintah. Penyelenggaraan 
I 

pelayanan publik dapat menjadi Jokomo if dalam upaya perubah~ menuju 

pemerintahan yang baik untuk tercipwiya elay~an prima. 

Tujuan dilakukannya pembahasan cangan Peraturan Daerah Provinsi 
I i' 

Sumatera Barat tentang Penyelenggardan P layana!n Publik adalah : 
' I II !I 

a. Mewujudkan kepastian tent$g 
1 

ak, ~ggungjawab, kewajiban dan 

kewenangan pihak yang terkait • engar penyelenggaraan pelayanan 
publik. ' . i · 

I, 

b. Mewujudkan sistem penye!eh~ pel~yanan publik yang baik sesuai 

dengan asas-asas umum penyeJ~ ~ pemerintahan yang baik. 

c. Terpenuhinya hak~hak masyar~at dal~ pemperoleh pelayanan publik 

yang baik dan 1 
• 1 • 

d. Mewujudkan partisipasi dan keJtan masyarakat dalam menigkatkan 

kualitas pelayanan publik. 



' 
Pimpinan Dewan, Saudara Gubernpr d :In hadirin yang kami hormati 

Selama ini masyarakat masih merasa ~uran~ ~engan pelayanan publik yang 

ada di pemerintahan khususnya di Sumatefa Bar~t. Oleh karena itu pemerintah 

harus tegas dalam memberikan . san~si te~adap petugas yang tidak 

melaksanakan pelayanan publik dengan baik,: seperti gubemur langsung 
. . I I' 

mencopot jabatan dan memindahkan ~etu~as terfbbut pada tempat lain (sangsi 

yang nyata), agar menimbulkan kepastian pb!ayati~ yang baik. 
I ! 

Setelah kami lihat hasi! dari laporan !pelak~anaan pembahasan rancangan 

peraturan daerah terkait dengan penyelen,arad pelayanan publik mhl<a dapat 

kami simpulkan bahwa tim telah mel~~ peJ~ahasim mulai dari ~onsultasi 
awal, rapat-rapat kerja pembahasan, siudi ~andirtg, konsultasi akhir serta rapat 

finalisasi dalam rangka memperoleh masukb, pe!ldapat dan sumbang saran. 
. ' 

Fraksi Partai NasDem setuju dengan p~mba.J1asan yang telah dilakukan oleh 

tim Pansus Penyelenggaraan Pelayanat Pu~lik yajtu : 

a. Setiap SKPD penyelenggaraan;Pel~yanan }>ublik harus mempunyai SOP 
:I 

kegiatan. . i : i 

b. Evaluasi pe!aksanaan Pelayanar di~akukaH mak~imal sekali tiga bulan. 

c. Menyediakan kotak Indek I Kepu~ . Masyarakat disetiap 

penyelenggaraan Pelayanan Publik.
1 

d. Perlu menyiapkan peratw-an : Gubemw-1 un~ pelaksanaan · ?ERDA 
' J I 

tentang Penyelenggaraan Pela~~arl Publ~k. 
; 

e. Perlu dilakukan sosialisasi ke J(ab\Jpaten ,dan Kota untuk menyamakan 

persepsi, pemahaman dan !rmplelnentasi PERDA tentang 
I i I 

Penyelenggaraan Pelayanan Publil9 sehiqgga pelayanan yang diJakukan 

sesuai dengan Peraturan d~er~ ~ang / ~ibuat oleh Provinsi, dapat 

menjamin kepastian huhun t; te~en,. ya hak-hak dari masyarakat. 
' I I . 

· 
1 I i ! 

: 'I I 'I 
i ~ i 

i I 



[I 

II 

I I 
I II 

f. diminta Pemerintah Provinsi :Su atera 
0

13arat dan pihak terkait, agar 

mengimplementasikan Perda ini se ara bJik dan benar. 
'. 

Pimpinan Dewan, Saudara GubernJr d n hadirin yang kami horroati 

Maka Fraksi Partai NasDem srga men~ukun~ Rancangan ~eraturan. 
Daerah tentang Penyelenggaraan Pelay an PJhlik dapat disahkan menjadi 

1 I 0 I! I 
Peraturan Daerah Provinsi Sumateran 'aarSi tentafig Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 
1 

• 
1
1 i j 

2. Ranperda Tanggungjawab Sc>sial dan Li~gkun~an Perusahaan 

Setiap perusahaan se!aku subjek huk meJipunyai tanggung jawab sosial 
I • 

dan Jingkungan sesuai dengan Ketenhlan Pasaj) 88 Undang-Undang No. 19 

Tahun 2013 ten tang Badan Usaha Mllik egar~ mengamanatkan penyisihan 

dan penggunaan laba BUMN untuk k~per an p~bbinaan usaha kecil!koperasi 

dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, Pasal [74 Undang-Undang Nomor 40 
; ' : 

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas d Peiaturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 ten tang Tanggung Jawab $osi dan Lingkungan Perseroan terbatas 

mengamanatkan kepada perusahaan wajib elakse.nakan Tanggungjawab Sosial 
• 0 

dan Lingkungan (TJSL) dengan metngal kasikan dana yang diperhitungkan 
I 

sebagai biaya perusahaan. ~1 i • 

Ketentuan peraturan perundang~undJngan : ~ersebut menegaskan bah we. 

pada dasarnya setiap Perusahaan harus mt~laksanran Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan sebagai wujud kegiata:n emaril,lsiaan. Pengaturan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ertujUJ.n mewujudkan pembangunan 
I I II 

ekonomi berkelanjutan guna menigkaikan 1 kuali~as kehiduran dan linl;;kungan 

yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya 
I . 

maupun Perusahaan itu sendiri dalam ran~a terjalinnya hubungan Perusahaan 

I 

I I 0 



I I 
yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan I gk.un,gan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat. . , i · 
Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur da , hadi~in yang kami hormati 

Dalam laporan yang telah disanipn~ olehi ~im Pans us terdapat maksud 

dan tujuan dalam penyususan Ranperdaj~i aitu: [' · 
lr I 

1. Maksud I I . 
a. Memberi kepastian dan pedind gan liukum terhadap pelaksanaan 

program TJSLP di Daerah dan 

b. Memberi arahan pelaksanaan p
1 

ogrrut TJSl,P agar lebih efektif, 
' II I 

efisien, terintegrasi, berkelenjut darl: bersinergi dengan program 
I 'I 

pembangunan daerah , 1 

2. T•Jjuan 

a. Terwujudnya kepastian daJ ·pet ind an hukum bagi Perusahaan 

dalam pelaksanaan TJSLP ~dcara. erpad . dan berdaya guna. 
' 

b. ~::ju::er;~:gi::e;k~~o r~:~ ll~n::igkp::s;:, s: 

terpenuhinya penyelenggaraah' T SLP ~ lam suatu kocrdinasi sesuai 
'' I i dengan peraturan perundang-liUld gan. 
1 

, 

Setelah kami bahas laporan pelaksanaJ1.11 pembahasan rancangan peraturan 

daerah terkait dengan TJSLP maka dapatl kami simpulkan bahwa tim telah 

me!akukan pembahasan mulai dari k nsultasi awal, rapat-rapat kerja 

pembahasan, studi banding, konsultasi akhi serta rapat finalisasi da!am rangka 
' ; : 

memperoleh masukan, pendapat dan sumb g sara!rt. 
' 

.M h a;:. Fraksi Partai NasDem mehyar. an rancangan Peraturan Daerah 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Li~gk.4gan ~~rusahan tidak perlu dijadikan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumateran' Barat Kareha fungsi dan tanggung jawab 

I 



I, .I 
, I i 

' • I II ' 
. . I 

pemerintah hanya sebagai koordinatori ke iatan ~ehing~a cukup dibua:t surat 
I 

Gubemur ke Menteri BUMN tentang hal ter ebut. ' 

3. Ranperda Pemanfaatan dan Penggun~an 
I 

Jalan sebagai salah: satu prasaranatr 
' 

kahidupan masyarakat • mempunya1 
I 

agiah Jalan 

sporta$i yang merupakan urat nadi 

ranan penting dalam : usaha 

rncngernbangkan kehidupan berbangsa dan emeglu"a. Dalam kerangka tersebut, 

jalan mempunyai peranan untuk mewuju . an s~saran pembangunan seperti 

pemerataan pembangunan dan has~l-hasi ya, kertumbuhan ekonomi, dan 

perwujudan keadilat! sosial bagi se!unjht Indo~esia. · 

Jalan sebagai bagian sistemtranspdrfs Nasi1tal atau Provinsi mempunyai 

peranan penting terutama dalam mend ung! i ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan, politik, serta pertahanan dan ke 

Kedudukan jaringan jalan sebagai siste transportasi menghubungkan dan 

mengikat semua pusat kegiatan sehingga engerhbangan jaringan jalan tidak 

dapat dipisahkan dari upaya pengembangan erba$~i transportasi secara terpadu, 

baik transportasi darat, !aut maupun ucWa. 

Begitu sangat penting peranan ~alan bagi 
1 

lalu lintas angkutan darat, 

sehingga perlu dijaga kelestarian dM. .. kel ngjsan. fungsinya. Dewasa ini 

sering terjadi pemnfaatan dan peng~~ agi ~alan yang tidak tertib yang 

l I. r· mengakibatkan kerusakan jalan faf: emac• lalu lintas sehingga 

terganggunya pelayanan terhadap masyatak:a . f 

I ' . . : I 
Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur ~an hadirlh yang kami hormati 

Selama ini banyak penyalahgunaan; bag an jal~ oleh masyarakat Sumatera 

Barat, seperti melakukan kegiatan jual be!i baik perorangan maupun bersama­

sama bahkan sebagian menjadi pasar yang pah ke jalan, dan parkir di pinggir 
i 

jalan, dan bahkan dijadikan tempat: pe ta pada hari-hari tertentu yang 



I 

' I 
I i 

I 1, I 

rnenyebabkan rnasyarakat tidal<. bisa ;men k.mati perjalanan dengan arnan dan 

lancar. Dengan adanya Perda Peman.faata dan !Penggunaan Bagian Jalan ini 
I , 

dapat merninirnalisir pelanggaran-pejangg · an y~g dilakukan oleh masyarakat 
' atau pun oleh p~rnerintah itu sendiri. 

' ' 

Sebagian ada jalan yang terganggu leh ke~iatan masyarakat yang tidak 

kewenagan provinsi namun mengganggil k lanca$n transportasi dan lalu Jintas 
I I i 

yang kadang pada hari besar menjadiipen ebablkemacetan yang panjang dan 

lama seperti jalan di Pasar Koto Baru Kab paten Tanah Datar, jalan di Bandar 

Buat dan jalan di Lubuk Buaya Kota Pada~Jg, dan pasa~ sepanjang jalan Pesisir 

Selatan. Walaupun jalan-jalan terseb•Jt :rne~pakan wewenang Pemerintah Pusat 

namun pengaturan rnasyarakat yang niel kegiatan bisnis tersebut perlu 
I 'I I 

ditertibkan dengan berkoordinasi dengan Pe erini!ih Kabupaten dan Kot1. 

Diminta kepada pemerintah untUk m . mberi)<an sangsi yang tegas kepada 
: i ; 

peJanggar dan menertibkan kios-kios yang eradal di bagian jalan tanpa pandang 

bulu. Agar terciptanya suasana yang ~ agi Jasyarakat pengguna jalan dan 

menimbulkan effekjera. . i •/ , 1 I . 

Fraksi Partai NasDem menyaranki!A k pada ~emerintah Provinsi Sumatera 
' I ' I 

Barat untuk : 

a. Segera menyusun dan menerbitk Peraturan Pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Gubemur sehingga perda ini dapat diimplementasikan dan 
I 

diaplikasikan. ) 

b. Agar segera mengimplementasikJn dan mengaplikasikan perda ini 
I ' 

sehingga hasil dan sasaran yang i gin dicapai dalam rangka penataan 
' 

dan penertiban jalan di Prpvin i S~atera Barat kedepan dapat 
I 
I 

I 
memenuhi harapan kita bersama. 

I. 

atera Barat segera rnelakukan c. Diminta Pemerintah Provinsi S 
' 

sosialisasi Peraturan Daerah ~. ~ep da St¥e Holder dan instansi terkait 
' ' 

• 

' ' 

' 

' I 



I i 

:I 
' 1 ! i 

untuk dapat dipedomani dan ~il sanJ~ se~ai dengan muatan dan 

substansi dari Peraturan Daerah t ntang! Pemenfaatan dan Penggunaan 

Bagian Jalan. 

d. Agar segera disosialisasikan fera ran baerah ini kepada P~merintah 
Kabupaten!Kota sehingga nan~ da at mehjadi acuan dan payung hukum 

' • I 

serta pedoman dalam meneta~k Pera~an Daerah yang saina pada • 
• I . 

Masing-masing Kabupaten!K~ta . 
i I 

• 
I 

! ! I 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan adirih yang kami hormati . ,, 
i . I.: 

Dengan mengucapkan Bism~ll~ irrahi~, kami Fraksi Partai NasDem 

dengan ini dapat menyetujui Rancangap: P ratureh Daerah ten tang : Ranperda 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Ran erda ~~emanfaatan dan Penggunaan 
. I' . 

Bagian Jalan. Di,iadikan scbagai sebuah Perat ran D
1

aerah Provinsi Sumatera Barat. 

i 
Dan Fraksi Partai NasDem menolak Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan 

I 

Lingkungan Perusahaan diajdikan sebagai sebuah Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

I I 



/ . 

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fr si Partai NasDem DPRD Provinsi 
I . ' 

Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan • alam Rapat Peripurna ini, jika ada hal 
. ~ I I 

yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak d IbuHbu sekalian, kami mohon maaf 

dan kepada Allah jua kita mohon ampt\n.: i · 
i , I 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah : 

I 

Fraksi P~ttai asD 

Podoog,:rtus 20 I j 

Eve! Murfi Saifoel, ST 
Juru Bicara 

Dewan Perwakila~· a kyat loaerah 
Provinsi Su at ra Ba~at 

! , ! I 

))r. Risnaldi. S.Ag .. M.M 

Ketua 

I I . I 

Frak i ' 

' ' 

Murdani, S.E .. M.M 

Sekretaris 

I' 

:: 
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FRAKSI PARTAI KiAD LA~j SEJAHTERA 
(FRAKSI1 PKS) 

DEWAN PERWAKILAN I A!<i~T DAERAH 
PROVINSI SUMA · RA ~ARAT 

· I i 

...:'n ... ~i'":!,, ~H:i 
~-":;---:: .. (,1 V: :1 , "" 1 I :.0 

,... I' 
:I 

I 
. : I 

I I[ 

PENDAP!AT KHER 
II 

FRAKSI PARTAI KEADI N ~EJAHTERA 
I 

DPRD PROPINSI SU ATERA BARAT 

TENTA I 
I I i 

A. Ranperda Tentang Penyelenggar~an Pelay~nan Publik. 

B. Ranperda Ten tang tanggung J ayab ; osial ~~an Lingkungan Perusahaan. 

C. Ranpcrda Tentang Pemanfaatan pan1 Peng unaan Bagian J alan. 
I . I i 

I 

Bismilhhirrnhmani.J.-rnhirn. I i 
' i 

Assa/amtt 'a/aikum !l)'arabmatttllahi W t~bal't~katuh .. 
! 

' ' 
I 

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumater Bamt: 
I' 
'' Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPR Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Saudara-saudara anggota · Forum I<dmunikasi pimpinan daerah Serta 

Ketua Pengadilan Tinggi dan Pen;gadllan ~dnggi A.gama Sumatera Barat 

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan S\lmJtera Sarat . ' 
I , 

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf jAhl Gubernur, Kepala Dinas
1 

Badan,: 
'I 
' ' 

Kantor,Pimpinan BUMN Dan BUM · , Pin1~inan Ormas, Partai' Politik, 

LSM, wartawan dan seluruh hadi~in y i ng blfbahagia. 

1 



,,, 
'' 

Scgala puji bagi Allah Azza wa jaUa, y~ng elah ~elimpahkan rahmat dan nikmat 
I 

kepada kitn sckalian, schingga pada saat ini kit, bisa incnghadiri ncar:t Paripurna :ni. 

J/;a/(/1/YII ~crra :<a lam ~crnoga senantiasa tercJrah kepada t1SJ11al1 /Ja.fallaiJ. kita :\abi 

:-.iuhammad S1\ \\1, bcscrta keluarga clan para s, habat yang setia rnengikuti sunnahnya 

sampai hari akhir. A;nin .. 

Ucapan tcrima l<asih tak lupa 'kami, sat ' 

telah mcmlx~ri kcst~mpr.tan kcpacla kaml ata. 

Sumatcrn Bamt untuk menyampaikan Penda 

I i 
'' 

aika~, kepacla Pimpinan sidang yang 
I 

namf, Fraksi PKS DPRD Propinsi 

at t\khir Fraksi terhadap rancangan 
! 

pcra turan cberah ten tang : 
' :I 

1. Ranpcrda Ten tang Penyelenggaradn Pel~yanan Publik. 

F-PKS secara prinsip sangat setujuh jenga1! kehadiran perda ini, hanya saja 

ada bchcrapa catatan : , · 

a. Sejalan dcngan telah dilahirkan a beberapa pcraturan perundang -

undangan yar.g berhubungap engani. pentingnya transp~ransi dan 
' 

pcrtanggung jawaban yang ti~ggi dalam jpenydlenggaraan pemerintahan, 
I I . ' 

seperti UU tenta?g Keterbult~an 
1 

nfor~asi Publik berserta ny-unanny~. 

maka kehadiran Peraturan :Qaer teniang penyclenggaraan Pelayanan 

Publik menjadi salah satu ~era~ kat ~ang mencoba menjelaskan dan 

mengefektifkln pelayanan ~Jmerl tah ~~erah kepadn ma>yarakat. :--Jaka 

F.PKS menyarankat'., hend~knya da mtl{anisme pengawasan yang terus 
I I I 

menerus terhadap penyelen~1aa pelaJt-lnan public. 

b. Rancangan Perda ini sangat ~aik, namu~ masih membutuhkan bebcrapa 

klausul yang menegaskan ter~ada pen~bgnya sanksi kepada para pihak 

terknit yang dengan s~ngaja tidak menjnlankan tugas kewajibanya 1·ang 

bcrclampaR menjadikan pelayana publ)t tidak bcrjalan efektif. Kan:r:a 

2 I 

! 



I 

! 
I 

F,PKS m"ih m•lihat •d• p;.,, ~ <n .IL y•ng monog<•kon' """"' 

kewajiban namun tidak di ikuti engaJiklausul sanksi jika kewajiban 

terse but tidak dibksanankan. 
1 I i 

I • 

c. Rancangan perda ini akan shgat bfekti1 
1
kalau sudah tegas dan berani 

menetapkan tentang standar p~la nan ~inimal (SPM) masing-masing 
, I 

institusi pelayanan public secara tr aspar~n dan terbuka. Karena h,tl ini 
' 

akan memudahkan untuk :mel kuka~i cvalua~i terhadap kinerja 
I 

lcmbagn/instansi termasuk evaluasf dari :ma~yaraknt scbagfu obyck atau 
i 

pihak yang mcmpunyai hak menda at pelayanan. 

d. Pclaptnan pada hakikatnya ada\ah enga~dian, rrakn tidak cuk~p dengan 
1 1 1 • 

pembentukan Perda tentang P~nyel nggataan Pelayanan Publik, maka ada, 
''• . ! I I ; 

tugas berikutnya yaitu bagaimana erub~~ mind set ASN dan perangkat 

pelayan public lainya bahw~ di; balik i :pelayanan tersebut menuntut 

pengabdian yang tinggi bukan mtuk! mendapntkan imbalan matcri 

ataupun kontribusi atau bahkan rerJibusi. 
1 

c. Pcdu adanya sosialisasi kepada mas 'arak~t tentang hak-hak mereka dalam 
I 

pelayanan public sehingga keberanian masyarakat 
I 

a a 

dJ~m pelayanan mereka mcmperjuangnkan haknya l'!pab' a 

mcndapntkan layanan yang smcstinia. 

2. Ranpcrda Ten tang tanggung J awa So sial dan Lingl,ungan 
I I 

Perusahaan. I 

I 
;. 

lin tuk 

tiJak. 

F-PKS secara prms1p sangat Inc dukung dan setuju dcngan kehadiran 

perda ini. I<arcna bila perda ini bisa berJlan sbcara maksimal dan ef~ktif akan 
I . 

mcmberibn kontribusi kepada propinsi 

3 

' umbar; an tara lain scbagai bcrikut: 
I 
I 
I 
j 

I 
I 

'I 
'I 

I 

I! 

j I 
I' 

I 
i 



! 

I 

I 
' t 

f 
I 

~ 
r: ,, 

I 

I 

'i ! 
a. tvlcningkatnya Pnrtisipasi ~erb a1 ~~rusahaan yang berdomisili, 

bernktifitas dan bekerja di propi si Surhbar, dan akan lebih maksimal 

untuk membantu pembanguna di . Sumbar. Karcna perda ini 
' 

mcngamanahl~~n dibentuknya rorl:~ TJ;LP ya~. g ~cranggotakan seluruh 

perusahaan nulik negara, swasia, m!ilik asing atal1 nulik pcmenntah daerah 

yang berst~tus pusat, cabang 1Atau • nit p laksana yang berkedl\dukan di
1 

· I I ' 

Sumbar. Sebelumnya hanya ~~ber, pa p tusahaan (BUMN dan BUMD) 
I I . 

saja yang ikut serta dalam foruln d n mel sanakan program TJSLP. 
I, I 

b. Jumlah dana TJSLP juga akan emaki!ri meningkat bila seluruh arau 

mayoritas pcrusahaan bergabung alam br:rkoordinasi dalam pelahanaan 

TJSLP nyn. Dahm beberapa tahu teraklhir dann TJSLP eli :;umbar lebih 

dari 30 l\Iilyar rupiah. Itu hahya JersurtJber dari bcbcrapa BUMN dan 
' II 

. : I: 
BUi\lD SflJft. 

c. Dcngan pcrda ini masyarakat akari mendaparkan keadilan dan 

pemcrntaan dalam pelaksanafi'm pr gram JJSLP~ Tidak lagi menumpuk di 

satu daerah saja. 

d. Akan menopang P,rogram i p merintlth propinsi Sum bar dalam 

rncngcnraskan kemiskinan dan · men~tunkan angka kemiskinan di 
I 

Sumbar. 

Pad a kcsemparan ini, F- PKS juga mclberikrn bebcrnpn catatan: 

' 
1. Terkait tim koordinasi pelaks~naa pro1tam TJSLP yang beranggotakan 

SKPD terkait, hendakny:~ tidak ibiayal khu~us dalam anggaran, akan 

tetapi dari anggaran yang melekat 1 ada SKPD tersebut. 

4 
I '' ! I 

I 
' 
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,, 

f 

f 
I 

r 

I 
! 

i 

I 

A ~ i 

2. Pedunya disepakati ataupun d bentuW pola koordinasi dan pola 

hubungan antara Forum TJSLP ;dengah Tim Koordinasi pelaksanaan 

TJSLP, agar koordinasi dapat·dijal
1

.nkan kengan baik dan efektif. 

3. Sanbi yang ditetapkan dalam perqa ini diharapkan dapat berja!an secara 

teg:ts agar 1JSLP betul-betui bei:Jatfm m~ksimal. 
4. Bila perda ini di sahkan, dihacap~an pcirncrintah pwpimi dapat secara 

: I II 

maksimal mcnsosialisasikannya k~pada i ~eluru h pcru~ahaan dan pih:tk 
! 

tcrkait scrta masy:1mkat luas. 

I 
I ' 

3. Ranpcrda Ten tang Pemanfaatan dJn Pe~ggunaan Bagian J alan. 
i I t' I . 

I ! 
I I i I 

Fraksi PKS DPRD Prov. Sumate:fa Bar~t memberikan aprcsiasi kepada 

pimpinan dan anggota Pansus I Ranrerda ! Pemanfaatan dan penggunaan 

bagian jrdan yang telah sungguh~sunkuh 1~lakukan pembahasan terhadap 

Ranpcrda ini sehingga pada hari iJu sampailah kita pada pengambilan 
I I I 

keputusan, Scmoga pen~orba~anl' Btpak Jkn lb:u dibalasi .-\llah sebagai 

pahala yang dapat memb'erntkan~. n 
1
timbabkan atnal kebaikkan di akhirar 

' I ' I I' 
kelak. 1 1 11 

I I 
• 

1-.ldihat kondisi jalan di : Sun/uHera i Barat, kami mdiha; berbngai 
t - I: 

permasalahan dahm pemanfaatan jalan)' Diaritara permasalahan yang 

ditcmcli«tn dilapangan adalah, terjad~nya l~emacetan akibat digunakannya 
.I , . 

badan jalan scbagai tempat menjwtl bfirang dagangan di bcbcrapa titik pasar, 
' 

pcnggunaan badan jalan sebagai areal parkbr, banyak p:lpan reklamc yang 

1m:nghalangi jarak pandang pcngendara )'fin~ bi8a menycbabkan kecclak;tan. 
I 

s. 



I 
'i 
; ' 
:! 

- ' ' i 
I I 

Pcrmas:liahnn lainnyn ada!ah, kurang bersinetginya pihak yang menggunnkan 
' I I 

hadan ja!nn scbagni sarana utilitas, ~cbagai contoh jalan bnru dibangun 

kcmudian dibongkar Jngi untuk kcpcJtingn~ lain seperti pcnenaman kabel 

tclpon, oalurnn air dan lain··lain, ak~n t tapi kbtika perbaikkan tida(dibangun 
! 
i' scprti standar semula. 

i 

~ i: I 

Hambatan lain yang k.ita temu an di'· jalan adalah ketikn mnsynrakat 

melakukan penutupan badnn jalnh un: uk keFntan scperti pestn perkawinan 

dan kcgintan keramainn lainnya.; YnJg bisa: membuat kemacetan, hal ini 

sangar mcngganggu apabila terjadi padJ morriJn-rnomcn pcnrjng tcnentu. 

Fraksi PKS menilai, langkah ~c~prov ~umatcra Barat unruk membuat 

Pcrda terkait dcngan aturan pemat' faata~ jalan ini sudah tcpat dan 

mcrupaknn suatu kebutuhan yang: nya dalJh, pengaruran penggunaan dan 

pcmanfnntan bagian jalan, Sebelum F PKS 1

1

menyampaikan pendapat akhir 
' tcrhadap Ranperda ini ada bebqrap, sarary ntau pcndapat yang mudah-

mudahan bermanfnat untuk per.ydnp naan ~anperpa yang dimaksud: 

1. Karcna Perda ini hanya mengatu~ pa a jala~ yang bersatarus jalan' Provinsi' 

saja, scmcnta~:a pcrsoalan eli lap~ngallj juga !rbrdapat pada jalan I<ab./Kota, 

maka brni mengharapkan ~ga.r
1 

:er~a seifpis juga dibahas di kota dan 

kabupatcn dt scluruh pr0Vlll31 sudatera . Barat. SclanJutnra dJiurapkan 

pernerimtah daerah maupun DlfRD s cara ~· assif mensosia!isasil<an ten tang 
I ' I I 

pentingnya perda penggunfian dan ~e anfaal: n bagian jalan ini 
: II I 

2. U ntuk lebih efektifnya pelaksaxran perd, 1 ini ~fami mengharapkan agar 

koordinasi antar SKPD tekhnis y itu ~inas Pra~ajal Tarkim, Dina~ 
Pcrhubungan dan Satpol PP termasL~k SK~D lainnya, dil~k~anakan sccara 

I 

6 



I 
I ',, 
I I 

~ 'fd b k 1 k 
11 

k d' r[ b ·1 k · ki 1r d .. 
1 

erekt:I an er a a, arna tanRanya. o r mas1 yang a1 < anu ya n· er a 1m 

I I I 
I' I 

sulit dilaksanakan di lapangan I; ; l' 
3. Berdasarkan rapat Pansus deng~n Or anda ~rovinsi Sumatem Batat ,. Kami 

i ' ' i! 
mendapat masukkan bahwa sala:h satu kendall\ di jalan adalah terbatasnya res 

' ! : 
I , I I 

area yang bisa ciimanfatkan oleh 1 ender~in besar unruk istirahat dan 

rm:mpcrbaiki kendaraan apabila menilami ~erusakan. Dengan keterbatasan 

rc~ area ini mengakibatkan kendaraa 1 ters~but memakai bahu jalan yang 

mcngakibatkan kemacetan yang cuk p mengganggu kelancaran lalu lintas, 

untuk mengatasi persoalan tersebut pJrlu kit~ pemerintah daerah dan DPRD 

untuk tnL>mikirkan penyediaan re~ ar~a baik dijalan nasional ma~pun jalan 

provin,i.Mcngenai tekhnis nanti ibis 

Sumatcra B:uat dengan Dinas 

Perhubungan. 

didisku~ikan antar komisi 4 DPRD 
' 

baiki 1Prasajal tar kim maupun Dinas 

I 
4. F-PKS juga me111inta agar Dinas P asajal · Tarl<.im segcrn mcmpersiapkan 

peraturan Cubenur sebagai aruran teRhnis dari Perda ini, sehingga denga•1 
. I . ~ 

ccpatnya eli terbitkan Peraturan Gu enur t;entu akan scmakin ccpar pula 

perda ini dilaksanakan. 

5. Tcrkait dcngan sanksi dan pendisi penerapan Perda 1111 setclah 

clisahkan pcrlu menjadi perhatian ~c ius bagi Pernda rcrurama pihak )'ang 

rerkait dcngan pcnegakkan Perda, Agar pcrda ini tcrasa manfaatnya bagi 

masraraknt. 

Gllbernur, Pimpinan dan Angg ta D~RD serta hadirin yang saya 

hormati I' 

71 
I I 

I 

' I, 
I, 

I 
i 



; I 

! i 
'. 

Dcmikianlah beberapa hal yat:~g ~erl kamil sampaikan, .~emoga meniadi 

perhatian bagi kita 5emua. Ber.pedoman da~i u aian J at:>.s, sebagai kesimpulan maka 

Akhirnya dengan i\·fcngucapkan Bismillahi rahm~nirrahim Fraksi PKS dapat 

menerima k:_tig::._ Ranperda ini untuk dijadlkan eradaran Daerah 
. I 
; . 
. I' 

I 
II; 

:' II 
Billahisabilillhaq, Wassala · 

I 
ualal~um Wr.Wb. 

' 

Padang, 
I I 

~O'Sya 

H. 

Ketua 

8 

Juru Bicara 
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' 
' 
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1 
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' I 
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i ! 

I i 
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. I 
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I I ' 1 1 

· RANCANGAN PER4TUR~N OAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

' 
I i 

TENT~N~G •· 
I I I. , . I . , 

I' 

1. Pelayanan Publik I ~' 

2. Tanggung Jawab 1Sofial 1
1 
dan Lingkungan 

Perusahaan , ! • 
1

! 1' 

3. Pemanfaatan Dan Pe~~~gunair BC!lgian Jalan 
. I . 'I , I , 

: I I i I 
Rabu, 5 J~li 1

201 ~ 

Dibacakan 0/eh 
I 

TAUFIK HIDAYAT, SE 
' : 

1 



'I 

i 

.. I I I 

I: II 
I i 

Bismillahhira~rnanp
1

rrahi ';, 
Assalamu'a/atk~m! r. 'p 

I, . I I 
Yang kami hormati : · II ·! 

, 11 · 

. Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumat~ra Barat , .J , I 
• Sdr Pimpinan dan semua AnggotJ L.tRD :~rovinsi Sumatera Barat 

Sdr Forkopimda , Ketua PengadHan iTingJ;I dan Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat. 

I . , I 
. Sdr. Sekretaris Daerah dan segena9 jajar~n Eksekutif Pemd~ 

Provinsi Sumatera Barat 1 · 

• Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hf>dirin yang berbah~gia 
11 I 

1: . 

Dengan segala kerendahan hati ~rril : h kitJ l persembahkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah SWT, ka~ena 'atas Iran mat dan karuniaNya, 
. I I, 

hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan 
I 1

1 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap ,Rancan$an Peraturan Daerah 

tentang: · i 

1. Pelayanan Publik 1 ' 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
3. Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan 

' 
I : :I 

Shalawat beriring salam, kita persernbah~an pada junjungari kita 

Nabi besar Muhammad SAW, yang: telar me~berikan petunjuk serta 

bimbingan kepada umatnya dalam m,eng~rungi! 1kehidupan di dunia dan 

menghadapi kehidupan di akhirat h:ngga kita. menjadi makin taqwa. 
' i 

Ailahumma Sa IIi 'Alia Sayyidina Muhammad,; )Wa 'Alia Ali Sayyidina 
I . I I 

Muhammad. I 11 

~ : I II 
2 I i I' 



, I 
I I 

I 

I ; 
Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan IJ>e 
Muliakan 

I 
Hadirin yang · kami 

Pada kesempatan yang berbaha ia inil Fraksi Partai Hanura 
. ' 

' ' ' 

mengucapkan terima kasih kepada ; pi pinarl · yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk mbny mpal~an Pendapat akhir dari 

R d . . ,, I' I anper a 1n1. ,: 
1 

[ , 

I • ! I 

I I 1 

Setelah kami membaca dan npe,m: elaja 1 Laporan dari Pansus-

1 I 

Partai Hanura menyampaika:1 beberapa hal ~ng kami anggap penting 

da/am rangka pengambi/an !<eputu~$n terh~bap Ranperda dimaksud 
. I! 

an tara lain sebagai oerikut : 1! 

I. Pelayanan Publik 
I i 

! I 

1. Pada Prinsipnya kami menyet~jui ~anp~rda ini disyahkan menjadi 
perda dengan harapan perda; ini benar-benar dija/ankan untuk 

menciptakan pelayanan yang berklalita~J · 
I . 
, I 

2. Pe/ayanan publik yang berkua!rtas · j~dalah pelayanan yang 
dikehendaki rakyat. Kami dar/ Fr~ksi P~rtai Hanura OPRD Prov. 
Sumbar berharap perda ini nantinya lap/ikatif dan benar-benar 
dipedomani oleh setiap instansi pbnyel~nggara pelayanan publik 
dalam memberikan pelayanan kep$da niasyarakat. 

I ; ! 

3. Kelayakan dari pe/ayanan pubiik )~ng diberikan selama ini belum 
menyentuh kebutuhan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu 
pembentukan dan penetapan perda Pelayanan Publik tidak boleh 
bertentangan dengan semua perat ran perundang-undangan yang 

' terkait dengan pelayanan publi dan' pengaw~san pelayanan 
publik. 

.. 



,' 
' 

; . 

4. Fraksi Hanura menanggapi ! peri tapa:n Ranperda Pe/ayanan 
Publik merupakan keharusan u, tuk ldiprioritaskan baik oleh 
Pemprov maupun Kab/Kota dalam irang~~ menciptakan komitmen 
mengawal percepatan reforrmasi bird~rasi. dan peningkatan 

I I' II . 
pelayanan kepada masyarakat d1 S mate('a Barat. 

I 

5. Pelayanan publik 
pemerintah dalam 
masyarakat. 

yang prima arus• 1 menjadi roh birokrasi 
menja/ankalll fu gsi-~~ngsi pelayanan kepada 

I 
' 

6. Dengan ditetapkannya Ranpeq:la ni m~njadi 1 perda sarar~a dan 
prasarana 1 , : I 
tempat pe/ayanan publik juga hJrus ditincl~atkar. 

' I' 
1 i i 

'' 
7. Pemprov harus menyemangati Pe kab/: Pemko untuk membuat 

turunan dari perda ini. 1 1 
' I 

I' ! I 
I 

II. Tanggung Jawab Sosial dan Li gku gan Perusahaan 
I I • II 

1. Perda ini ditujukan: kepa~a dun:i~ usaha untuk turut 
berpartisipasi dan menunjukk~n tang~. ungjawab secara nyata 
dalam konteks pembangunah s sial, hususnya dalam bentuk 

' 
pengembangan kapasitas sosial- kon : mi masyarakat 

I 

! 
2. Pemprov harus benar-bena:r ampu menjembatani :antara 

perusahaan dengan lingkungan ya untuk mewujudkan' ruang 
usaha yang kondusif menghliangkan berbagai hambatan yang 
mengganggu pertumbuhan' dunia • usaha dan mehjaga 
lingkungan dari tempat usaha itu 

1

sendi( ' 

3. Perusahaan harus peduli dan terlibat !langsung dalam masalah 
ketersediaan infrastruktur /ingkungan !sekitarnya dalam rangka 

I 

meminimalkan dampak negatif yang; .ditimbu/kan perusahaan 
dari aktivitas produksl terhadap asyatakat sekitar perusahaan 

: I I I 

terse but. ·. · 1 1 

I 1 

I' 

i 

\ 
1' 

' .~· 
... 
~ ,, 
j 
;',1 

!1 



I 
I 

I. 

4. Kami dari Fraksi Hanura 0 RD I Prov. Sumbar dengan 
ditetapkannya Ranperda ini ~enj di P~rda, berharap Tanggung 
jawab sosial yang dibebankan kepada dunia usaha secara 
langsung dengan capaian ualitas standar pelayanan 
perusahaan dapat dinil<mati qleh masyarakat. ' 

I .1 I 

l 

s. Perda ini harus disosialisasikan gar rrlampu berdampak secara 
, I\ I 

kongkrit serta penegakan hl,Jku yang terstruktur dan terukur. 
0\eh Karena itu kami dari 'i=ra si Partai Hanura DPRD Prov. 
Sum bar meminta agar Pemerint: h Prqvinsi segera menyiapkan 
perangkat kelembagaan be.serta aparaturnya agar keberadaan 
peraturan daerah tentang Tang ungjawab Sosial Perusahaan 

ini tidak hanya sekedar "di atas k~rtas"i pelaka. 

11\. Pem an faa tan dan pengg u naJ n blgia~ ijalan 

1. Dengan ditetapkan Ranperda i i ml:mjadi Perda dip~rlukan 
komitmen dan sinergitas s~rta koordinas\ antara Pemprov 
dengan Pemkab/Pemko dal~m · engi,lnplerrientasian Perda ini 
agar dapat menciptakan fun si d~ri bagian jalan :yang 
sebagaimana mestinya. , i I : 

i I 

2. Harus ada keseriusan da\am • pen~rapan Perda ini oleh 
Pemprov agar pelayananan raky t di bidang transportasi jalan 
berjalan dengan baik dan la(1Car. 

: · i I 
3. Perda ini dapat dijadlk~n seb~ba · Per4 lnduk bagi pemerintah 

ka\:1/kota dalam rangka memb'u~t egul~fi tentang penataan dan 
penertiban ja\an kab/kota. I I! ! , 

i 
4. Diharapkan Perda ini menjadi ke uata~ hukum untuk pengguna 

jalan jika bag ian jalan diguna~an idak 'semestinya oleh 4num­
oknum yang melanggar penggun an bagian jalan. 

I 5 



4. Diharapkan Perda ini menj~di ekua,tan hukum untuk pengguna 
jalan jika bagian jalan diguhak n tid~k s~me.stinya oleh pknum-

1 

cknum yang melanggar plngg 1 naa I bag1an ;alan. 

i. 
' 

I' 
; I 

5. Perda ini harus segera dis sialisasikan oleh Pemprov ke 
seluruh kab/kota e~gar: f~n si ~~gian jalan benar-benar 
berfungsikan sebagaimana m stinya dalam rangka penataan 
dan penertiban jalandi Pro~. S mbat! · 

, I: 

i 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Ha~irin yang kami Muliakan 
I I 
I 

I 
Menyikapi Ranperda Nagari ~an Pant~s Permasalahan BUMD, , 

kami dari Fraksi Hanura setuju den an penambahan waktu · dalam 

pembahasan Ranperda tersebut. ka i ber~arap dengan mundurnya 
'. 

waktu pembahasan ini dapat mehgh 'silka~' hasil kesepakatan yang 

sebaik-baiknya. I 1 • 

I 
I I 
'I 
II 

I 'I 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Ha1irin }.Jang kami Muliakan 
I . 
I 
I 
I ' 

Demikian pendapat akhir i inl' ka~i sam~ail<an, Jdengan 
I I 

mengucapkan Bismilahirohmanirrohi , katTli fra'ksi Partai HANURA 

dapat MENERIMA DAN MENYEtUJ~I Ranperda ini untuk. dapat 

ditetapkan. , 

Dengan disetujuinya Ranperda jenja~i Perda, berarti kite telah 

menambah payung hukum dalarn ~~~n;alalr\kan roda pemenntahan 
I: 

sebagaimana yang diamanatkan pad und~ng-undang dan sebagai 

I i :I 
sj 



I i 

upaya meningkatkan kualitas efisiensi ! pelayanan publik dan 
I' 

peningkatan percepatan pembangun n d~erah serta mewujudkan 
I 

pemerintahan yang baik. '' : i 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan H dirin !yang kami Muliakan 
i 

Terakhir dalam penyampaian ipe dapa~ akhit tentang 3 Ranperda 

ini kami dari Fraksi Partai Hanurk enghlmbau kepada pemerintah 
I 

Daerah untuk segera memasukkan/m nyarl1paikan KUA PPAS tahun 
• ' I; 

2016 yang mana sesuai pada peratural dan~~perundangan yang berlaku 

KUA·PPAS tersebut seharusnya !Sud: h di ,ampaikan kepada DPRD 

pada bulan Juni dan sudah harus.ditan atan ani kesepakatan dari KUA 
i' 

dan PPAS tersebut pada bul.an JilJii:, :s ment~ra samapai saat sekarang 

ini yang sudah memasuki bulan Agl.lst . s ta~~a-tanda akan dibahasnya 
:I 

KUA PPAS 2016 belum juga 1 te lihat.ll Terlambatnya Pemprov 

menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD jug~· akan berimplikasi pada 

keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD. 
' I 

lmplikasinya, SKPD hanya menyalin RKA tahun sebelumnya dan 

merubah pagu anggarannya ta pa . • menyesuaikan prioritas . 

pembangunan. Kualitas pembahasan RAPBD buruk, dan penetapan 

APBD akan tergesa-gesa tanpa memp~rhatiKan prioritas pembangunan, 

nilai keadilan, dan kepatutan .. Untuk itulkami; meminta kepada Pemprov 

jangan mengorba11kan kepentingan n1asyarakat banyak dikarenakan 

kesibukan dan kepentingan kelomj:>ok ~aupuh kepentingan pribadi. 

Kiranya saran- saran yang kami papa'~kan diatas, dapat menjadi 
' .I 

pedoman tambahan dan pertimbar
1
1ga bdgi kita bersama di masa-

1 

masa yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila 

terdapat kekeliruan atau ketidak semplurnaan dalam pemaparan yang 
' ' ' 

baru saja kami sampaikan. Semoga A~lah SWT senantiasa melindungi 
I 

kita semua, kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan 

I 
' I 

I 



dengan baik dan kesejahteraan .yarlg ki a idam-idamkan bersama sesuai 

dengan amanat UUD 45 dapat '~eg ra t~rwujud ranah negeri kita 
I , ' 

tercinta ini. 

Wabillahittaufiq wal hidayah 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

SEKRETARIS 

4v 
m i at i : Zusmawati, SE. MM 

Penasehat 
Ketua 
Wk. Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

Drs. H. Marlis, MM 
' 

Ora. Armiati , 
Syaiful Ardi, s.sos, .Hunhl 

i j 

Zusmawati, SE, MM · 
I 

: Taufik Hidayat, SE 
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~~-====~©~~~J~~r~-~~--~~~~~¢~'d 

Pendap~t !khir~!: 
Fraksi PPP DPRD Prot in i Su atera Barat 

Dalam rangka Pengambilan Keputusa ter~ 
1 

dap Ranperda tentang : 

1. Pcnyelcnggaraan Pclayan
1 

n Ptiblik 
2. Tanggungjawab Sosial da? Lingkungan Pcrusaha~n 
3. Pcmanfaatan dan Penggu~aan Bagian .Jalan : 

: I i 
Disampaikan padh R~pat Pari puma 

I I , • 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 
Had Rabu tanggal 20 Syaw~l 1436 H/ ps Agustus 2015 M 

I. 

I: 
I ~ : i 

• ! I I 

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera ~arati I j II 
Sdr. Pimpinan dan Seluru~ Angg9ta IDPRB Provinsi 

Sumatera Barat. I I I 
. I . 

Sdr. Anggota Forum Koordinas~ Pi~pinan Daerah Provinsi 
I I 

S~tmat.era Barat, Ketua Pengadilan Tirggi dan Ketua Pepgadilan 

Tmggt Agama Sumatera Barat. I : 

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ornnas dii Sumatera Barat. 
. . i I: 

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan ~umli\tera I arat. 

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ula11a, 9~dial IPandai, Bundo Kanduang 

yang hadir pada kesempatrim inL i 
I '' I I 
I ; I 

:I 
. I 

II 
I: 
I: 
I 



' ' . Sdr. Sekretaris Daerah, Staf .fl.hii 
I 

Para Asisten, Kepala Dinas, 
II I 

I 

Badan, Kantor, Biro, Lemb ga f1rovinsi 
' ' 

I 

Sumatera: Barat, 

Wartawan dan Hadirin yang be~bahagia. 
' I I I 
, I; 

Mari lah ki ta bersyukur kepada Allah S WT yang telah mem berikan 

rahmat, ridha dan karunia-Nya kepad kit~ untuk dapat menghadiri 
' ' 1 i 

Rapat Paripurna hari ini, dalam raJilgk Pe ' ampaian Pendapat Akhir 

Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tent~ng : 
I 

I. Penyelenggaraan Pelayanan Pu lik 
' 

2. Tanggungjawab Sosial dan I;,in~ungan Perusahaan 

3. Pemanfaatan dan PenggunaDn B~gianJalan 
' , I 

I 

Selanjutnya shalawat dan salarn l~epada Nabi Muhammad SAW, 

kepi1da kcluarga, pnra sahabat se;ta umatnya yang setia mengikuti 

sunnahnya sampai akhir zaman. 
I 

Frabi PPP mengucapkan terimakasih ikepada Pimpinan Sidang 
'. 

yang telah memberikan kesempatah l~ep~da 1~4mi untLik menyampaikan 

Pendapat Akhir Fraksi dalam 'rangk~ ~P~nga~~ilan .Keputusan terhadap 

Ranperda Penyelenggaraan Pelayan~n fubli~, Tanggungjawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan, serta Perda Pernanfaatan dan Penggunaan 

Bagian Jalan. 

i I 
I i 
I 

. I: 
I 
I 

i 
I 



FRAKSI PARTAI PERSATdAN ~EMBANGUNAN 
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I' 
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I i 
'' ' i 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan il:wr n Ya;[',l g l<a:mi Hormati, 

1. Ranperda tentang Penyelengg~raa Pel, yan~n Publik. 
, I' 

Pelayanan Publik pada dasarnya me yangkut aspek kehidupan yang 
. i ' 

sangat luas. Dalam kehidupan betne ara, Ji>emerintah memiliki fungsi 
I I I I 

memberikan berbagai pelayan~n publi)~ yahg diperlukan olch 

masyarakat. mu!ai dari pelayanarl da am ~~ntuk, pengaturan atau pt;n 
I' ' 

pelayanan-pelayanan lain dalam , rangkk memenuhi kebutuhan 
I 

masyarakat dalam bidang pendi ikanJ kesehatan, utilitas, dan 

lainnya. i; 

I : ' I I i 
Negara berkewajiban melayani s~ti~p w~, ga negara dan penduduk 

untuk memenuhi hak dan kebutut: an hsarnya dalam kerangka 
' I 

pelayanan publik yang merupakan man~t Undang-Undang Dasar 
' ' Negara Republik Indonesia Tahun 

masyarakat atas pelayanan pubUk 
1945,, membangun kcpcrcayaan 

' 

yang i tlilakukan penyelenggara 
' 

pclay<man publik merupakan keg!atah yang harus dilakukan seiring 
I , , : 

dcngan harapan dan tuntutan seluru~ warga negara dan pen1duduk 

, I ~ I 
tentang peningkatan pelayanan p).lhlik : sebagai upaya untuk 

mempetiegas hak dan kewajiban setih w ~ga negara dan penduduk 

serta terwujudnya tanggung jt'*~b : neg~~a dan korporasi dalam 
! • , , I i 

penyelenggaraan pelayanan publik, ;diperluk~n norma hukum yang 
' i ' 

' 



'FRAKSI PARTAI PERSKEV N PEMBANGUNAN 
DEWANPERWA!qLAN . KY~trDAERAH 

PROVINSI SUMAT RA ~ARAT 
Jl. Khatib Sulalman No. 87 Telp. (0751). 7057591· 7057592.705 593 (Ex~ l60) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

i. 
I 

I I 
1 1

1 
t 

I I' . 

memberi pengaturan secara jelas, ~eb gai Jpaya untuk meningkatkan 
i . II • 

::::~::, d::~;"!:::i:::::i:: :' ::~n :.~:li~a::·:::tad:~~t~: 
memberi perlindungan bagi setia~ w rga ~~gara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di . dala pen:yelenggaraan pelayanan 
I publik. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2~09 " 
I i 

t¢ntang Pelayanan Publik 
ada!ah undang-undang yang men atur . tentang prinsip-prinsip 

pcmerintahan yang baik yang meru akan i efektifitas fungsi~fungsi 
. I . I 

pemerintahan itu sendiri. perlayahan publlik yahg dilakukan oleh . . 

I. 

pemerintahan atau koporasi y~ng efel~tif dapat memperkuat 
I i I 

demokrasi dan hak asasi manusfa, empromostkan kemakmuran I· ' 

I 
ekonomi, kohesi sosial, mengurang: ker+iiskinan, meningkatkan 

layan, memperdalam keperca;yaan pa1k pemerintahan dan 
administrasi pLtblik. 

i 
Dalam pelayanan publik Pemerintah. d erah Harus melakukan hal hal 

1
' :1 

! II . diantaranya : i' 

' : l 
I 

'I 



FRAKSI PARTAI PERSATU PEMBANGUNAN 
DEWAN PERWAKILAN J(yiAT DAERAH 

PROVINSI SUMAT RA BARAT 
, I 

Jl. Khatib Sulalman No. 87 Telp. (0751) • 7057591· 7057592 • 70 7593 (Ex 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133: 

I! 
I 

I' 

I. Pemerintah Daerah harus . be upay~ mengembangkan dan 
' I I I 

meningkatkan kualitas pelayafim yangi lakan membawa inplikasi 

terhadap kepuasan masyarakat. ntu~ mendorong terciptanya 
! I 

suatu pelayanan publik yang berst ndar pan terukur. 
' . : 

2. Mewujudkan kepastian tentanr h. k, t~t;1ggu~g jawab, kerwajiban 

dan kewenangan pih~yang te: kait ~eng~ penyelenggaraan 
• ' I I I I pelayanan pubhk 1! 

1 
· • · . 

3. Mewujudkan sistim penyeleng. :gar' an p~ayanan publik yang baik 
I ! 

sesuai dengan asas asas umlum ipeny, ~enggaraan pemerintahan 

yang baik 
' !1 

4. Terpenuhnya hak hak masyaraka dalarr memperoleh pelayanan 
'' 

publik I i 
, I 

i 

1: 
5. M ewuj udkan partisipasi dan keta~tan masyarakat dalam 

meni ngkatkan kualitas pelayanan 

2. Ranpcrda tcnt.mg Tanggun~aw b 

Pcrusahaan. 

Undang Undang Nomor 25 

I 
I 
' 

Sosial dan 
I: . 
i! 
'' i i 
'' 2007 Pasal 
I 

' 

Linglmngan 

15 Tentang 

Pen~111aman Modal mewajibkan seti, penanam modal di Indonesia 
I 

mclaksanakan tanggung jawab: sosi I perusahaan, mcnghormati tra 
I 

disi budaya masyarakat sekitar lbk~si kegiatan usaha penamaan 
; i! 
: i! 

I! 
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modal dan mematuhi semua 

undangan. 

I 
I 

k tenttian 
I' I 
! 

p'eraturan pen.mdang- · 

Ketentuan peraturan perundabg-u dangan tersebut menegaskan 

bahwa pada dasarnya setiap p 
1 rusa~aan harus melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan Iingk ngarl' sebagai wujud kegiatan 
, I 

kemanusiaan. Pengaturan tanggun jaJ~b sosial dan lingkungc111 

perusahaan bertujuan mewlijud <an :! pembangunan ekonom i 
I' I, 

berkelanjutan guna mer,ingkatkan k alitas: kehidupan dan lingkungan 
i 

yang berman faat bagi komonitas etenyat dan masyara!~at pad a 

umumnya maupun perusahaan jtu endi~~ dal~m rangka tt:1rjadinya 

hubungan perusahaan yang serflsi, seimbang,· dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan buday 
1 

mast~rakat setempat. 

Dalam ketent~an pasal 74 undang:unda~g Nomor 40 tahun 2007 

ten tang Perseroan Terbatas, ~em 
1 

at k~~entuan bah\va persoalan 
' ! . II 

terbatas dalam menjalankan kegipt n us4hanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber da~a ala\1, wajib melaksanakan 
: i 

tanggungjawab sosial dan lingkung n ycng bertujuan mewujudkan 

pembanguncn ekonomi herkelanjut n, gLjha meningkatkan kualitas 

kehidupan clan lingl<ungan yang ben anfa$t bagi komunitas setempat 

don masyarakat pada umumnya rnau un perseroan itu sendiri dalam 
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II 
rangka te1jalinnya hubungan perse pan yang serasi, seimbang dan 

. ' 

scsuai dcngan lingkungan, nilai, n~m~a dan budaya masyarakat. 
' i 

I I 'I 
Sehubungan dengan hasil pembahas~n yarg telah dilaksanakan oleh 

! i 

Panitia Pembahasan Ranperda T~ntang Tanggung Sosial dan 

Li ngkungan Perusahaan, melalui Jendapat akhir fraksi ij1i kam i 

menyampaikan beberapa hal sebagai lberikut : · . 
I . 

1. Forum yang dibentuk tersebutl ada,ah adalah forum: yang ' 

independen yang anggotanya 1 ada1~h d~fi perusahaan yang wajib 

melaksanakan Tanggung jawab So~ial 4Em lingkungan perusahaan 
I ! I 

scdangkan penasehat dan dewan pengawasnya boleh dari 

pemcrintah daerah 
i i 

2. Forum TJSLP membuat Anggara9 Da1~r dan Anggaran Rumah 
, I ': 

Tangga sendiri tanpa adanya intierv~nsi d~ri pemerintah 
' I I 

3. Forum TJSLP dalam membuat [ per9ncanaan program harus 

berko~rdinasi dengan Tim Kooldi9asi P~mberantasan Ken1iskinan 

Pemenntahan Daerah, sehingga pr~gran?: peng;entasan kemiskinan 

dapat be~jalan sesuai harapan. ·: ' j i 

4. Forum TJSLP bersama Tim :i Ko~rdinasi Pemberan~asan 

Kem iskinan agar membuat Perencanalan untuk melaksanakan 
' ' :; 

pembinaan Desa model CSR. ! 

i ~ I 

I 

1. 

I 
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I 
I 

I I . 
I I I 
I' ' I 

3. Ranperda tentang Pemanfaatar d n Pe~ggu~aan Bagian Jaliw 

Jala.n se~agai salah satu prasarta , ra~f1tasi yang .merupa~an urat: 

nad1 keh1dupan masyarakat mem,puri a1 pe anan pentmg dalam usaha 

pengembangan kehidupan berb~ngs: dan ~ernegara. Dalam kerangka 

tersebut jalan me111punya1 p~ran~ un~uk me\.\rujudkan sasaran 
! I 

pcmbangunan seperti pemerataan 1 pemban~unan dan hasi I hasi I nya, 
: 'i 

pertumbuhan ekonomi dan pen.yujudah. keadilan sosial bagi 

masyarakat, melalui peran penting j~lan ~alam membentuk str'Jktur 

wilayah, penyelenggaraan jalan pad~ hakefatnya dimaksudkan untuk 

mewujudkan perkembangan amtar' daetah yang :;eimbang dan 
I 
I pemerataan hasi! pembangunan. 

II 
; j 

Dalam pemanfaatan fungsi jala~ pro insi !bi Sumatera Barat ~anyak 
pemanfaatan dan penggunaan jalan 'ang tldak tertib, mengakibatkan 

' : ! . 
penggunakan jalan kurang optirnal serta dapat mcnimbulkan 

kcrusakan jalan, bahkan dapat ll'\enimbul~an kemacetan lalulintas, 
' I ' I 

seperti adanya pasar tumpah, pe~~mpuka1J bah an bangunan di jalan, 

parkir liar di jalan, bangunan li~r. ~aliary! galian, pembuatan jalan 
i 

masuk keluar dan pemasangan baliho ycing tidak pada tempatnya 

yang dapat mengganggu pemandangan pengguna jalan. 

I' 

i 
I 
i: 

.1i 
! 
·'·' 
'·• ., 

11 

7 

.i 
I , 
I 

·~ 
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:1 I: 
I. 

I :, 
I , 

Sesuai dengan Undang Undang. Njomo~ i: 34 Tahun 2006 ten tang 

jalan sesuai dengan bwenangan peJnerintkhan daerah pmvinsi yang 
II 

diatur dalam Undang Undang: N monl :23 Tahun 2014 ten tang 
i 

Pemerintahan Daerah. Didalam ket ntuam Undang Undang tersebut 
I 

Kewenangan Provinsi dalam pema faata'(l daq penggunaatil bagian 
I 11 . I 

jalan meliputi pengaturan, i pe binaan, , pembangunan dan . 
i :I 

pengawasan jalan provinsi. 
1 
I /I ' I 

, I ! ! 
Sehubungan dengan hasil pemb~has n y 'lg telah dilaksanakan oleh 

' ' 

Panitia Pembahasan R,anpefda 1 Te 
1 

ng Pemanfaatan dan 

Penggunaan Badan Jalan,' melalui pend: pat akhir fraksi ini kami 

menyampaikan beberapa hal sebagailberi~~t: 
I I 
I . i 

I. Perda 1111 diharapkan kegun~anya I i untuk menata supaya 
I I' 

pengamanan fungsi jalan, menjamin· keselamatan, keamanan, 

kenyamanan kelancaran penggu~a ja(an atau pengendara, dan 
' 

esletika lingkungan serta menjamin .. kondisi dan keamannn 

kontruksi jalan tidak semata mata untuk mendapatkan Pencjapalun 

daerah. , : 

2. Pcrda ini hendaknya dapat mdngatljr dan melindungi 
I I I 

ruang 

penga\vasan jalan dari bangl.inan b'angu~'an yang dapal 

I i 

' 

1 
•I 
·I 

J 

l 
'I 
! 
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I 
' I . 

I . --:::.: 
l--

J• P'J' 

3. mengganggu fungsi jalan, da;n 1elind1ungi !nasyarakat. Jengguna 

jalan dan masyarakat sekitarnya. / 
11 

4. Dalam penertiban hendaknya ~apat !juga memperhatik~n cfek 
I I I 

ckonomi yang timbul setelah ~anya; perda ini terutama bagi 

pclaku ekonomi, pedagang kecil
1

,yang!berjualan ditcmpat tcmpat 

kcramaian tersebut. ! 
i i 

5. Pcmbcntukan forum Lalu lintas ldan angkutan jalan diharapkan 

betul be.tul melibatka~ ~an m4ma '.faatlitn sel~ruh kompon~n yang 

ada sehmgga forum m1 dapat be :Jalan: sesua1 harapan dan perda 

terse but. 

I 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hndirin Yang kami Hormati, , 
' II · 

·1 i' 

Selanjutnya berdasarkan Rap1at rtaksi I rpp tanggal 04 Agustus 

2015 dengan mengucapkan Bismi!Jiahi~ohm~hirrohim kami dari Fraksi 
I I II 

Partai PersatuHn Pembangunan me 1 yetujlui R ·! erda ten tang : 

I I i I I 
I. Penyelenggaraan Pelayanan ~u~lik 1 
2. Tanggungjawab Sosial dan tingl<ung, Perusahaan 

3. Pemanfaatan dan Penggunaan Bfigian:Jalan 

untuk ditctapkan mcnjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera B~rat. 



' 

I 
Sdr. Gubcrnur, Pimpinan dan Hadirtn Yang l<ami Hormati, 

I : 
Demikianlah Pendapat Akhir Fraljsi PP* kami sampaikan. Terima 

i I 

kasih atas segala perhatian dan mofuon maafilbila terdapat hal-hal yang 
I 

kurang bcrkenan dalam penyampaian Pe dapat Akhir Fraksi PPP ini. 
I 

Wabillahittaufik wal hidayah 

Yu adri Nurdin, SH 

Juru b~'a~a. 
c:: -;?;~y ·, 

I • 

Yuliarrt1ani 



Terhadap: 

I, 
' I, 

F R A. K IS II 
PDI PERJUANGAN,P;K~ & .. BB 

DPRD'PROVINSI:SUMAl'ERA B RAT 
Jln. Khatib Sulaiman Nc.B7 Telp. 705759/fJ Ext: ~ 0 

' 

PANDANGAN ~MJ~ . 
FRAKSI POI PERJUANGAN,/PKB & PBB 

DPRD PROVINSII SUNJBAR 

1. Ranperda tentang Penyelenggha~n Pe~iay~nan Publik · 
2. Ranperda tentang Tanggungjawa~ Sos~al dan Lingkungan 

Pcrusahaan 
1 ·l i 

3. Ranperda tentang Pemanfaat!m d n P~bggunaan Jalan 

Juru Bicara 
Tanggal 

: Riva Melda 
: 5 Agustus zq 15 

, i I 
I I' 

: . I II'! R 
I i I 

)> Yang Terhormat Saudara Pimpinan d · Anggota DPRD Prov. 
Surnatera Barat . . 

>- Yang Terhormat Sdr. Gubemur Beserta dan :Wakil Gubernur , 
-,. Yang Terhormat Forum KordinasiPimpinan Daerah Provinsi ISumatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan X<etua ·Pengadilan Tinggi Agama 
~ Provinsi Sumatera Barat . , l f i 
,_ Yth. Ketua BPK RI Perwakllan Sumatera Barat 
)> Yang Terhormat Sdr. Pimpinari In:~tansl'': Vertikal, BUMN!BUMD 

Provinsi Sumatera Barat 1 • ·I I 
· , I i 

)> Yang Terhormat Sdr. Sekda, Asiste > Staf Ahli, Kepala 
Dinas/Badan/Kantor!Biro dalarh. Lingku1~an Pemerintahar; Daerah 
Provinsi Sumatera Barat • · : 1 ~ 

');.> Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, <Hm~s, L M, Rekan Pers dan Hadirin 
serta Undangan Y11ng Berbahagia I I , 

I' 

' '. 



! 
I 

Assaiamualaikum Wr. Wb j 

I 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 1 

• I I .I 

Atas perkenan Saudara Pimpinan pa4~ k sem~atan ~ang baik ini, marilah 
kita bersama-sama memanjatkan puji d n sy~~ur l(ehadirat Allah S.W.T 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahm~d da!'l hidayah-Nya kepada 
kita semua, sehingga kita . dapat ~el sanakan rapat parip4ma yang 
terhormat ini dalam keadaan seha~ w l'afi~t. S~bagai ungkapan rasa 
syukur , hendaknya kita tidak hanya ~e gaknl~lisa~ikannya dalam bentu~ 
ucapan dan perenungan saja. Bentu~ u ap~ yang lebih penqting dap 
bermakna adalah tekad dan upaya kong et ki# semuasbagai wakil rakyai. 
Sebagai kita ketahui, acara rapat pat\purpa ktli ini adalah mendengarkan 
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap: .1 1 

i 
, : I! 

I. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pe\~yanan Publik 
2. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan · : :I 
3. Ranperda tentang Pemanfaat~n d~n Pe~ggunaan Jalan 

, , I: 

Dan hari ini juga kita masih dalam suasana merayakan Idul Fitri, kami atas 
I • 

nama Fraksi PDI Perjuangan, PKB & P$B rnengucapkalj Selamat 
merayakan hari ray a Idul Futri, mohoo. mraf la~ir bathin. I 

. I I :I ' 
I I lj I ' 

Saudara-saudara sekalian kita men)'adari bapwa Rapat Pleno 1 hari ini 
I • 

sangaLlah penting karena kita akan rhengambil keputusan mengenai 
Peraturan-peraturan Daerah sebagail;nan~ ya~g disebut di atas dan akan 
menjadi pedoman dalam penegakan kedisiplinan setiap warga, Pemerintah, 
Perusahaan demi kelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan sosial 
masyarakat dimasa mendatang; untuk itu 1 perk~pankan!Rh kami Fraksi PDI 
Pe1~uangan, PKB & PBB menyampaik~n Pahdangan Akhir ini sebagai 
benkut:; I : !! . 

'. I 
' 

' '. 
i; 
'' 



I i: 
I. Ranperdl:l Tentang Pelayanan Pu lik It 

• I I i I 

Kita tahu bahwa Undang-Uz;1~an Dasar RI 1945 mei!lberikain 
perintah, tugas dan wewenang kt pad~! seluruh Aparatut Negara 
melaksanakan amanat untuk l~e sejahlferakan rakyatny.a, melalui 
penyelenggaraan kepemerznt~han 1· yang batk dan 
bertanggungjawab. Perwujudannyd hal trrsebut diantaranya adalah 
melalui pelayanan publik yem~ bai~. Pelayanan Publik oleh 
birokrasi publik merupakan ~ala sa~~ perwujudan dari fungsi 
aparatur bemegara sebagai abd1 ln syadtat, disamping sebagai abdi 
negara. Pelayanan tersebut 1 di erik~ untuk memenuhi hak 
masyarakat, baik itu m.erupakan layahan civil maupun layanan 

I 

publik. Artinya kegiatan pelay n Ptda dasamya menyangkut 
pemenuhan satu hak. Ia melekat pad~. seti~p orang, baik secara 
pribadi maupun kelompok (or nisasi) dan dilakukan secara 

I I' 
universal. Penyelenggaraan pel yanat1 publik dapat ' menjadi 
lokomotif dalam upaya perubaha~ me~uju per.1erintah yang baik 

I I 

untuk tercapainya pelayanan prima.' 1 

· 

i i 
I ! 

Mencermati kondisi yang ada pada aat ifii di Sumatera Barat tentang 
pelayanan publik, bahwa tingk~t kepu~san dari masyarakat akan 
pelayanan publik selalu mendap'alt itik · diantaranya : 

belum opt1mal dalam memb nka • pelayan kepada pas1en 
pengguna BPJS untuk berobat JlangJ(rawat jalan) dimana lokasi 

I " ' tempat pendaftaran hanya satu 1 loke:t sehmgga menumpuk dan 
terjadi antirian yang memerl'ukap wa~tu lama, saran Fraksi kami 
hendaknya posko pendaftran ,unt?k di~tmbah . 

'. i i 

b. Sistem Administrasi Terp~du ' atu I tap (SAMSA T), bahwa di 
UPTD ini yang dipentingkan , buk ' hanya banyaknya orang 

I • 

datang ke tempat ini. untuk m' laks , akan kewajibannya tetapi 
yang dibutuhkan adalah ~nfor asi, 0ransparansi dan kecepatan 
dalam melaksanakan tugaslsef.a ai nyela. nggra pelayan publik. , 
sehingga masyarakat ~ang tel el anakan kewajibannya tidak 
merasa dirugikan, dain hing a hari 'ni karni masih menerima 

I I : 
I I ' . 



laporan dan melihat langsu*g pij !an t~ya banyak kendaraan roda 
dua yang tidak memakai p)~h esm~ i melainkan plat distibutor 
motor bahkan tidak ~ema~~i !at ~ama. sekali hal ini dapat 
menimbulkan menurunnya Ike erca~ran imasyarakat terhadap 
peraturan p~rundangan yartg berk~1tan · dengan plat nomor 
tersebut. I 

Hal lain yang kami samp k b wa basih ada kebijakan ~ 
I I 

dilapangan terhadap nomor-n m r khtsus ~epada kendaraan roda 
em pat, kami memahami 1 ~er · adap 1 keinginan dari , pemilik 
kendaraan roda empat terhadap gka ~gka khusus dan disinyalir 
ada pembayaran khusus unb.lk ,men apatkannya, dalam hal ini 
fraksi kami memberikan catat ' ag ~,. dicari sebuah kebijakan 
berdasarkan peraturan perundahga:1 '· yang sesuai dengan hal 
tersebut sehingga tidak terjadi dJskrim1nasi dan dapat menambah 
pendapat daerah. : ' 1 I 

i ' 
I 

II. Ranperda Tentang Tanggungja ab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan: 

' 

Tujuan dari Raperda ini adalah ntuki, meningkat perhatian dan 
implementasi tanggungjawab so~ial dan J~ngk~ngan pemsahaan oleh 
perusahaan sesuai dengan UU 1 No 19 tliliun 2003 tentang Badarn 
Usaha Milik Negara pasal 88, 1 N8 40 tahun 2007, tentang 

•l ' I ! 

Perseroan Terbatas dan Peraturan !Pemerintah No 47 tahun 2012 
tentang Tanggungjawab Sosial dan llingkjungan Perseroan terbatas. 

Tanggungjawab sosial dan \;J,fl' ngJi perusahaan tidak hanya 
menekankan pada aspek dorong~~ ema~fsiaan yang bersumber dari 
norma dan etika universal; u tuk I! menolong sesarpa dan 
memperjuangkan pemerataan sosial aupun level strategi, melainkan 
harus makin diperluas pada tingkatl kebijakan riil (UU No 25 tahun 
2007, pasal 15). Setiap perusahaan y~ng berbadan hukum baik 

I . ' 

BUMN, BUMD maupun Swasta Nasidnal dan asing mempunyai 
tanggungjawab sosial terhadap qaerkh di\1J.ana kantor usahalkegiatan 
yang melakukan usahanya di Sumat~ra Barat. ' 

I 1 



Selama m1 urusan-urusah t ya g Uimaksud tersebut telah 
mengimplementasikan tangguhg awab, sasial terse but terhadap 
daerah Sumatera Barat namun bel m o~' 

1 

timal, maka perda TJSLP 
yang telah dibahas mengsiperj1<anh ,engupay<tkan bagaiamana 
supaya semua perusahan-perusah an · aik BUMN, BUMD dan 
Perusahan Swasta yang melaksan an ~egiatan di Sumatera Barar 
melaksanakan tanggungjawb~ny st~uai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, unt~~ tu dl~entuk sebuah forum yang 
terdiri dari perwakilan sertiap p~rus haa~ !yang disebut dengan forum 
TJSLP yang bersifat independen da am a!rti betul-betul murni, semua 
anggota forum tersebut adalah perw kila* dari perusahaan. 

•.. I 

I 
I I, I 

I • . 

Agar forum tersebut betul-bet~l elak~~nakan tepat sasaran maka 
selalu berkordisnasi dengan nm kord\~asi pelaksanaan ,prograrJil 
tanggungjwab sosial dan lingkun pbrusahaan yang sdanjutnya 

I 
disebut dengan Tim KordianSi ~ las a Program TJSLP yang 

. I 

terdiri dari SKPD-SKPD yang tPrrk~ t 1 

I • • 

Fraksi PDI Perjuangan, PKB Jah: P B d at memahami sistem yang 
ada di Ranperda ini 4tpay~ 1

1 
t' ggud 'awab semua perusahan­

perusahann tersebut bisa: memba~t maJ arakat Sumatera Barat, di 
bidang pendidikan, sosial, keseHata dani~ebagianya adil dan merata, 

! 

asalkan tim kordinisasi dapat mela sanakan kegiatan dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu fraksi kami Pnl Perjuangan, PKB & PBB dapat 
menerima Ranperda ini menjadiPetcta. : 

' I 

lD RanperdaTentang Pemanfaatan dan Penggunaan Badan Jalan 
I 

• I 

Fraksi PDI Perjuangan, PKB: & PB:B mendukung perda yang 
mengatur jalan Provinsi, be~ka tan dengan Pemanfaatan dan 
Penggunaan Badan Jalan dari keny taai1j 'Yang ada pemanfaatan dan 
penggunaan bad an jalan : tdah terj~di pad a tingkat yang 
mengkawatirkan dipandang dati! sisi ke~manan, kenyamanan bagi 

! 

I 
I 



I 

pengguna jalan. Ada kesan tetjadin a k~~emberautan terutama pada 
kota-kota di Sumatera B~rat d~~ pala~f pada jalan-jalan Provinsi 
terse but banyaknya pasar-pasa~ • t paH 1l yang menimbulkan tidak 
kelencaran lalu lintas. I · 1

1 
: 

Munculnya pemasangan baliho~pa an r klame pada tempat-tempat 
strategis juga menimbulkan pada ·tnasaTiah k~indahan, ke~elamatan 
bagi pengguna jalan termasukl pJda p~ndapatan daerah: Hal ini 
terjadi tidak adanya regulasi dit~mbb dengan tidak adanya kordinasi 
antara pemerintah KabupatenlKot den!gan Pemerintah Provinsi'. 

' ' 
Perda tentang Pemanfaatan d~n . engg~· .naan Badan Jalan adalah 
men;pakan payung hukum ;-an~ h , us d lkuti oleh perda yang sama 
di Kabupaten/Kota yang mengatu sec :ra teknis lebih lanjutnya. 
Sehingga terjadilah singkronisasi an kesinambungan antara Perda 

Provi~si de~gan Perd.a Kabupte~/k ta se~rra m~ksimal. 
Fraks1 kam1 member.rkan catatarp. a ar K~pra~Jal dapat mebuat data 
base yang rinci dan betnggurtgja aabJ 1tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Badan Jalan m lalu~ petugas-petugas yang 
bertanggungjawab dalam perawata jalan Provinsi Sumatera Barat, 
dan perlu kami c;ampaikan dari rhas kan provinsi-provinsi yang telah 
mempunyai perda Pemanfaatan an iPenggunaan Badan Jalan 

I ~ L 

mengalami kesulitan dalam meneg an p~rda tersebut. 
I 

YHng Terhormat Saudara Pimpinah d nAn gota DPRD 
' ' 

: 'I i 
Yang Terhormat Saudara Guberntir.B sert :Jajarannya 

: I 
I 

I 
Setelah penyampaian pe~dap~t~ lsa an d~m penilaian terhadap tiga 
rancangan peraturan da~rah ip[, makf dengan ini Fraksi PDI 
Perjuangan, PKB & PBB DPRq Pr vinsj.Sumatera Barat demgan ini 
menyatakan dapat menerima ti a ra1nperda tersebut di atas 
untul< disahkan menjadi Pera~uran Daerah dengan catatan 
sebagaimana te1·sebut di atas, dan! kanii juga mengingatkan agar 
Gubcrnur Sumatera Barat menindak Janjuti perda-perda tersebut 
dcngan Pcraturan Gubernur sc.:hingga pei'da ini tidal< menjadi pcrda 
tidUI' i 

i 
I 



. I I 

Demikianlah Pendapat akhir Ftak i PD[, Perj~angan, PKB & PBB 
terhadap Rancangan tiga Ranp~. rd tersi

1 

put cli atas untuk dijadika,n 
sebagai Peraturan Daerah , i · 1 : 

I' I i I 

Alas perhatian siding dew an yang tcrf1on' at ld.ini ucapkan terimakasih. 

W2.ssalamu'alaikum Wr.Wb 

MERDEKA!!! 

' 

i I 

i 

: i 
! 
i I 

! ! Padang, 5 Agustus 2015 
'. 
I 

fl PIMPINAN F~KSI 
PDI PERJUANGAN PKB & PBB 

DEWAN PERWAKILJ\!N KYAT DAERAH 
PROVINSI SUMAT RA BARA T 

Keua 

j. 
(Albert Hendra Lukman, SE) 
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Sekretaris 


